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Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan 
adalah adanya kesenjangan (gap) distribusi pendapatan yang menyebabkan 
kemiskinan. Di Provinsi Jawa Timur jumlah rata-rata penduduk muslim 
94,79%. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada 
tahun 2014 sebanyak 12.28% atau 4.802.351) jiwa, dengan prosentase 
penduduk muslim sebesar 94,79%. Penduduk miskin muslim sebanyak  
4.552.149 jiwa. Muslim memiliki kewajiban untuk membayar zakat bagi 
yang mampu (di luar penduduk miskin). Fungsi zakat sebagai instrumen 
pengentasan kemiskinan, dipengaruhi masalah-masalah: pemberdayaan 
zakat, pengelolaan zakat, pendayagunaan zakat. 
Rumusan masalah tesis ini: 1).Apakah terdapat pengaruh 
pemberdayaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan di Propinsi Jawa 
Timur; 2).Pengelolaan zakat terhadap  pemberdayaan zakat, 3).Pengelolaan 
zakat melalui  pemberdayaan zakat terhadap  penanggulangan kemiskinan 
di Propinsi Jawa Timur; 4).Pengelolaan zakat terhadap  pendayagunaan 
zakat, 5).Pengaruh  pendayagunaan zakat terhadap  penanggulangan 
kemiskinan di Propinsi Jawa Timur, 6).Pengaruh  pengelolaan zakat melalui  
pendayagunaan zakat terhadap  penanggulangankemiskinan di Propinsi 
Jawa Timur? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganilisa 
jawaban rumusan masalah penelitian.  
Pendekatan penelitian ini adalah mix methode sequential 
explanatory, yaitu menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan 
kualitatif secara berurutan. Prosedur penelitian, pada tahap pertama 
menggunakan metode kauntitatif. tahap kedua menggunakan metode 
kualatitatif. Metode kuantatif menggunakan analisa Structural Equation 
Model- Partial Least Square. Sedangkan analisa kualitatif menggunakan 
analisa interaktif. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa: pemberdayaan zakat 
berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur; 
Pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pemberdayaaan zakat; 
Pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat berpengaruh terhadap 
pengentasan kemiskinan; Pengelolaan zakat berpengaruh terhadap 
pendayagunaan zakat. Program  Pemberdayaan Ekonomi Zakat terbukti 
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A. Latar Belakang 
Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan 
adalah adanya kesenjangan (gap) yang terdapat pada distribusi 
pendapatan. Dengan demikian kesenjangan antara kaya dan miskin 
merupakan sumber masalah dalam sistem perekonomian suatu negara. 
Adanya kewajiban zakat dan anjuran untuk melakukan sedekah, infa@q dan 
wakat merupakan solusi yang ditawarkankan Islam untuk mengurangi 
kesenjangan akibat buruknya distribusi pendapatan1. 
Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta 
yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak 
yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sesuai syaraiat.2 Rasulullah sangat menganjurkan agar umat 
Islam mendistribusikan sebagaian harta dan penghasilan mereka untuk 
membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan di bidang 
ekonomi.3  
Konsentrasi penumpukan harta pada sekelompok orang merupakan 
kejahatan ekonomi yang menghambat sektor produksi, konsumsi, 
perdagangan, sirkulasi dan distrubusi kekayaan dan laju roda 
                                                          
1 Eja Armaz Hardi, analisis pemberdayaan masyarakat muslim miskin Melalui qardul hasan,9 
2 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Akitivitas Ekonomi (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2015), 131. 
3 Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 132. 
































perekonomian. Kondisi tersebut menghalangi pelaku ekonomi memiliki 
akses yang bebas dan sama dalam mengambil manfaat dari sumber-
sumber alam, akan mencegah munculnya tindakan monopoli maupun 
oligopoli dalam aktivitas perekonomian karena hal tersebut merupakan 
antitesa dari adanya distribusi kekayaan secara adil. Islam sangat 
mengecam tindakan konsentrasi kekayaan dan menetapkan beberapa 
kebijakan untuk meminimalkan dan menjelaskan betapa pentingnya peran 
nilai dan moral dalam pembangunan ekonomi Islam. Pelarangan riba, 
monopoli, penimbunan, perampasan hak, dan lain-lain merupakan 
beberapa intrumen kebijakan yang diharapkan sanggup menekan 
konsentrasi dan penimbunan harta menuju distribusi kekayaan yang 
merata. Konsentrasi kekayaan menyebabkan ketimpangan pendapatan dan 
kesejahteraan, sehingga jumlah angka kemiskinan meningkat.4 
Di dalam Islam salah satu instrumen distribusi pendapatan adalah 
zakat. Zakat merupakan salah satu mekanisme pembasmian kemiskinan 
dalam Islam bagi membantu golongan fakir miskin.5. Zakat merupakan 
salah satu instrumen distribusi. Distribusi mengandung arti pembagian 
atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain.6 Sementara Anas 
Zarqa mengemukakan bahwa, definisi distribusi ialah transfer dari 
pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui 
                                                          
4 Tajuddin Pogo, “Distribusi Kekayaan Individu Dalam Ekonomi Islam” (Tesis--UIIN Syarif 
Hidayatullah, Jakarta, 2010), 98. 
5 Noor Syafinas Binti Muda, “keberkesanan agihan zakat kepada asnaf fakir dan Miskin : kajian 
kes bantuan jayadiri, jabatan zakat Negeri Kedah, (Ogos: 2014). 
6  M,A. Mannan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 
113. 
































pasar) atau dengan cara yang lain, seperti  warisan, shadaqah, wakaf dan 
zakat.7 Muhammad Anas Zarqa mengatakan ada bebarapa faktor yang 
menjadi dasar redistribusi, yaitu: tukar menukar (exchange), kebutuhan 
(needs), kekuasaan (power), sistem sosial dan nilai etika (social system 
and ethical values). Sejalan dengan sistem pertukaran antara lain, 
seseorang memeroleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan 
kinerja dan konstribusi yang diberikan8. 
Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di 
dunia. Menurut catatan The Pew Forum on Religion & Public pada Tahun 
2010 penduduk Islam di Indonesia mencapai 12,7% (dua belas koma tujuh 
belas persen) dari populasi dunia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 
2010 mencapai 237.641.236  (dua ratus tiga puluh tujuh enam ratus empat 
puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam), dengan jumlah penduduk 
beragama Islam sebesar 88,1%, atau 209.361.929 (dua ratus sembilan juta 
tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan ribu) 
jiwa.9  
Di satu sisi jumlah penduduk miskin Indonesia berdasarkan 
pendataan BPS Tahun 2014 mencapai  22.961.847 (dua puluh dua juta 
sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh ribu 
                                                          
7  Taqiyuddin Nabani, Al Nidlam al Iqtishadi fi al Islam (Membangun Sistem Ekonomi Altematif: 
Perspektif Islam), terj. Maghfur Wahid (Surabaya:  Risalah Gusti, 1999),  
8  Muh Anas Zarqa, Islamic Distributive Scheme dalam Munawar Iqbal Distributive Justice and 
Need Fulfilment in an islamic Economiy (Islamabad: International Institute of Islamic 
Economic, 1986), 166. 
9 Republika.co.id, “Inilah 10 Negara dengan populasi Muslim Terbesar di Dunia” dalam 
http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/nowyh5-inilah-10-negara-
dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia, Rabu, 27 Mei 2015, 06.16 WIB 
































rupiah) jiwa atau setara 10,96% (sepuluh koma sembilan puluh enam 
persen).10 Jika mengacu pada persentase jumlah penduduk Islam di 
Indonesia pada tahun 2010 88,1% (delapan puluh delapan koma satu 
persen) linier dengan jumlah angka kemiskinan, terdapat penduduk miskin 
yang beragama Islam sebanyak  20.252.375 (dua puluh juta dua ratus lima 
puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga) jiwa. Adapaun jumlah penduduk 
di Provinsi Jawa Timur berdasarkan data BPS Tahun 2014 sebanyak 
39.107.095 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu sembilan puluh 
lima) jiwa, untul lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. 
 
Tabel 1.1 
Jumlah penduduk, jumlah penduduk muslim, dan jumlah penduduk miskin 




Penduduk11  Penduduk Muslim12  Penduduk Miskin13 












   
40.903.400  
     
37.819.853  92,46% 
     
5.665.121  13,85% 14,98% 
2 2012 
   
42.144.729  
     
39.657.788  94,10% 
     
5.187.239  12,31% 13,08% 
3 2013 
   
38.214.245  
     
36.779.503  96,25% 
     
4.682.031  12,25% 12,73% 
4 2014 
   
39.107.095  
     
37.683.597  96,36% 
     
4.802.351  12,28% 12,74% 
Sumber data: BPS Jatim dioalah 
Tabel 1 di atas menggambarkan rata-rata penduduk muslim di 
Provinsi Jawa Timur selama 4 (empat) tahun dengan jumlah rata-rata 
                                                          
10 Badan Pusat Statistik, “Jumlah dan persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks 
Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Meurut Provinsi, September 
2014 dalam http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1488. 
11____, ”Kependudukan”, (BPS Jatim Tahun, 2014). 
12____, ”Data Penduduk Mulsim”, (Kemenag Jatim Tahun, 2014). 
13____, “Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur”, (Bapeprov. Jatim Tahun, 2014). 
































94,79% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen) dari 
total penduduk atau di atas rata-rata nasional penduduk beragama Islam. 
Sedangkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 
2014 sebanyak 12.28% (dua belas koma dua puluh delapan persen) atau 
4.802.351 (empat juta delapan ratus dua ribu tiga ratus lima puluh satu) 
jiwa, dengan prosentase penduduk beragama Islam di Provinsi Jawa Timur 
94,79% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen), maka 
dapat diketahui jumlah penduduk miskin yang beragama Islam sebanyak  
4.552.149 (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh 
sembilan) jiwa.  
Fenomena tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk 
miskin di Provinsi Jawa Timur yang beragama Islam masih cukup tinggi. 
Namun demikian, dari data BPS tersebut pula dapat diketahui potensi 
zakat di Provinsi Jawa Timur, karena terdapat jumlah penduduk yang tidak 
masuk kategori miskin 94,27% (sembilan puluh empat koma dua puluh 
tujuh persen) penduduk. Sedangkan orang yang tidak dikategorikan miskin 
berjumlah 27.048.000 (dua puluh tujuh juta delapan puluh ribu jiwa).  
Dengan asumsi, anak belum baligh sekitar 25 % (dua puluh lima 
persen) atau kurang lebih 6.087.000 (enam juta delapan puluh tujuh ribu) 
jiwa, orang mukallaf zakat (wajib berzakat) adalah 20.061.000 (dua puluh 
juta enam puluh satu ribu) juta. Jika setiap orang dikenakan zakat 2,5 kg 
(dua setengah kilo gram) beras dengan harga Rp8.300/kg (delapan ribu 
tiga ratus rupiah per kilogram), berarti dana yang terkumpul dalam sekali 
































momentum zakat fitrah adalah  20.061.000 (dua puluh juta enam puluh 
satu ribu) juta x Rp 20.700 atau sebesar Rp416.265.750.000 (empat ratus 
enam belas miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh 
ribu rupiah). Ini baru potensi zakat fitrah saja.  
Potensi itu belum termasuk dengan zakat maal maupun dana-
ibadah sosial lainnya yang tentunya semakin berlipat ganda.14 Besarnya 
nilai potensi zakat tersebut sejalan dengan hasil penelitian BAZNAS, yang 
mana bahwa di Indonesia terdapat potensi zakat mencapai Rp. 
217.000.000.000.000 (dua ratus tujuh belas triliun rupiah), namun potensi 
tersebut belum banyak yang terserap, karena potensi yang terserap dan 
dikelola oleh lembaga amil zakat sebesar Rp 2.730.000.000.000 (dua 
triliun tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) atau hanya sekitar 1 %.15. Secara 
nasional potensi zakat lengkap dapat dilihat seperti tabel di bawah ini : 
Tabel 1.2 
Potensi zakat nasional16 
No Tahun  Potensi Zakat (Rp. Dalam Jutaan)  
1 Tahun 2011                       1.730.000  
2 Tahun 2012             2.200.000  
3 Tahun 2013                       2.800.000  
4 Tahun 2014              3.300.000  
Sumber data: Abdulloh Mubarok, “Penghimpunan Dana Zakat Nasional” 
diolah 
                                                          
14 ____,” Zakat Indonesia yang Terhimpun Baru Satu Persen dari Potensi”, dalam 
http://www.nasional.kompas.com/read/2016/07/02/10000301/zakat.indonesia.yang.terhimpun.
baru.satu.persen.dari.potensi. (02 Juli 2013). 
15 Nidia Zuraya, “Potensi Zakat Rp 217 Triliun Terserap Satu Persen”, dalam  
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/04/29/mm039y-potensi-zakat-
rp-217-triliun-terserap-satu-persen (29 April 2013). 
16 Abdulloh Mubarok dan Baihaqi Fanani, “Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, 
Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)”,9. 
































Dengan potensi yang sangat besar, zakat merupakan salah 
instrumen nasional untuk turut membantu pencapaian sasaran 
pembangunan nasional khususnya dalam mengentaskan kemiskinan. Dana 
zakat sebagai sumber pendanaan program penanggulangan kemiskinan 
harus dikelola, didayagunakan dan diberdayakan untuk meningkatkan taraf 
hidup masyarakat. Sehingga dalam perencanaan anggaran, zakat dapat 
digunakan sebagai sumber pembiayaan.17 Sebagaimana hasil penelitian 
Bagong Suyanto dkk  tentang Model Pengentasan Kemiskinan: Melalui 
Peran Serta Masyarakat Mampu di Pronvinsi Jawa Timur, dengan 
mengambil sampel 200 masyarakat mampu di 3 (tiga) kota di Jatim 
(Tuban, Nganjuk, serta Jember) menemukan bahwa bentuk amal yang 
biasa dilakukan oleh masyarakat mampu adalah selalu membayar zakat 
(81 %), infaq (42 %), serta sedekah (28 %). Sedangkan waktu 
mendonasikan dana kepada masyarakat miskin adalah selalu pada bulan 
Ramadhan (60 %), Idul qurban (18,5 %), serta hari raya keagamaan 
lainnya (37,5 %).18  
Zakat memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan, 
sebagimana dinyatakan oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 
Bambang Sudibyo, "Zakat berperan penting untuk atasi kesenjangan yang 
ditunjukkan angka gini. Pada 2014 sebesar 0,40, kemudian naik menjadi 
                                                          
17 Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia, “Laporan Kajian Islamic Public Finance”, (Jakarta: Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia, 2012), 76. 
18 Untung Dwiharjo, “Menguak Potensi Zakat di Jawa Timur” dalam 
http://www.ydsf.org/blog/menguak-potensi-zakat-di-jawa-timur, (13 Januari 2016, 11.22). 
































0,42, namun turun 0,40.  Jika zakat, infaq, dan sedekah dikelola dengan 
baik, insya Allah kesenjangan bisa turun," tutupnya19.  
Zakat sebagai salah satu instrumen fundamental untuk 
pengurangan kesenjangan pendapatan sangat dipengaruhi faktor-faktor 
pendukung untuk mencapai tujuan pengurangan kemiskinan. Dintaranya 
faktor jumlah zakat yang diterima mustahiq berpengaruh kepada 
peningkatan pendapatannya, dimana semakin besar dana zakat yang 
disalurkan meningkatkan pendapatan mustahiq.20 Namun hasil penelitian 
lain menghasil faktor-faktor  berbeda dengan temuan penelitan 
sebelumnya. Faktor-faktor yang berpengaruh kepada pengurangan 
kemiskinan temuan penelitian Mira Sartika, diantaranya pembinaan 
kepada mustahiq, pengawasan penggunaan dana oleh mustahiq, dan 
alokasi pendayagunaan zakat terhadap pendapatan.21 Dari hasil penelitian 
tersebut memunculkan pertanyaan baru, diantaranya bagaimana 
pembinaan LAZ kepada mustahiq? Apa bentuk pembinaan dan 
pengawasan yang diberikan LAZ kepada mustahiq? Berapa lama 
pembinaan dan pengawasan LAZ kepada mustahiq?  
Dalam kerangka pengurangan kemiskinan, dana zakat 
dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Temuan tersebut dalam 
                                                          
19  ____,”Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar”, dalam http://www.ksp.go.id/potensi-zakat-di-
indonesia-sangat-besar/ (30 Juni 2006), 1. 
20  Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq 
pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol.II No.1, (Juli, 
2008), 87. 
21  Nadiya Analisa, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq 
(Studi Kasus pada LAZ PKPU Cabang Surabaya)”, (Tesis--IAIN Walisongo, Semarang, 2015), 
18-9. 
































penelitiaannya dengan judul Sistem pengelolaan zakat LAZ Rumah Zakat 
kota Semarang, sudah cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dari usaha 
pengumpulan dana, pendistribusiannya maupun pendayagunaan zakat 
yang mana diharapkan dalam kurun waktu tiga tahun para mustahiq 
(penerima zakat) dapat berubah menjadi muzakki (pemberi zakat).22 
Temuan lainnya bahwa faktor pemberdayaan zakat signifikan berpengaruh 
terhadap pengentasan kemiskinan, penelitian di LAZ Yayasan Solo Peduli 
Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 
antara pemberdayaan zakat dengan pendapatan mustahiq. Pemberdayaan 
diindikasikan dari jumlah dana yang disalurkan LAZ Yayasan Solo Peduli 
Surakarta mustahiq. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan 
benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahiq, dengan kata lain 
semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula 
pendapatan mustahiq. Variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan dan 
variabel pendapatan mustahiq ditemukan besarnya pengaruh variabel 
jumlah dana (zakat) yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq 
sebesar 10,2 %. yang berarti sebesar 89, 8% dari pendapatan mustahiq 
dipengaruhi oleh faktor lain23. 
Pengurangan kemiskinan dalam menggunakan dana zakat tidak 
lepas dari faktor pengelolaan. Indikasi yang ditemukan dalam dari 
                                                          
22  Saifulloh, “Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada LAZ Rumah 
Zakat Kota Semarang)”, 12. 
23  Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq 
pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, (Tesis--IAIN Walisongo, Semarang, 2014), 20. 
































penelitiannya sebelumnya dari Agustina yang dilakukan di Kota Jambi24 
bahwa jumlah anggota keluarga mustahiq, usia mustahiq, dan tingkat 
pendidikan mustahiq secara mandiri mempengaruhi keberhasilan 
pengelolaan, namun dalam penelitian tersebut belum pengaruh indikator 
pengelolaan terhadap pengentasan kemiskinan, sehingga memunculkan 
pertanyaan apakah indikator jumlah anggota keluarga mustahiq, usia 
mustahiq, dan tingkat pendidikan mustahiq terhadap pengentasan 
kemiskinan?  Indikator mana yang paling berpengeruh dalam pengentasan 
kemiskinan? Apakan indikator pengelolaan berpengaruh terhadap 
pemberdayaan masyarakat. 
Faktor lain yang mempegaruhi pengurangan kemiskinan melalui 
dana zakat adalah faktor pendayagunaan. Faktor pendayagunaan zakat 
mencakup, pertanyaan-pertanyaan apakah zakat dipergunakan untuk 
mendukung usaha mustahiq? Apakah zakat dipergunakan untuk 
memberikan pelatihan kewirausahaan? Apakah zakat dipergunakan untuk 
asitensi tindak lanjut? Apakah pengelola zakat telah bekerjasama dengan 
pihak-pihak yang juga melakukan upaya penanggulangan kemiskinan.  
Pendayagunaan zakat sebagai salah satu kunci penting dalam 
pengentasan kemiskinan, hal ini diketahui dari penelitian bahwa faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan zakat produktif dalam mengurangi 
angka kemiskinan adalah pengumpulan dana, pendistribusian, 
                                                          
24 Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq melalui pemberdayaan zakat (Studi Kasus PenyaluranZakat 
Produktif/ Modal Usaha pada Bazda Kota Jambi)”, Kontekstualita Vol. 25 No. 1, (Juli, 2009), 
11. 
































pendayagunaan. Dana zakat yang telah dihimpun oleh lembaga amil zakat 
disalurkan kepada mustahiq dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat 
dengan menggunakan 2 (dua) model. Pertama  distribusi konsumtif yaitu 
pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang pemanfaatannya langsung 
digunakan oleh mustahiq dan habis dalam jangka pendek serta 
pendayagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan 
pemberdayaan mustahiq, model ini dibagi menjadi dua model yaitu model 
distribusi konsumtif tradisional dan model konsumtif kreatif. Kedua, 
model distribusi produktif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah 
yang pemanfaatannya tidak langsung habis serta pendayagunaannya 
menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahiq. 
Model ini hanya berupa model distribusi produktif kreatif.25 Pemberian 
Zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif bagi 
peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat produktif. Sebagai 
contoh pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha memberikan 
pengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan usaha masyarakat. 
Meningkatnya pendapatan usaha penerima zakat produktif dalam bentuk 
modal usaha berdampak kepada berkurangnya jumlah angka kemiskinan 
di Kabupaten Aceh Utara.26 Hal itu didukung hasil penelitian sebelumnya, 
... this study proposed that JZNK should give a sufficient amount of capital 
for the asnaf to support their business needs, provide entrepreneurialship 
                                                          
25  Saifulloh, “Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada LAZ Rumah 
Zakat Kota Semarang)” (Tesis--IAIN Walisongo, Semarang, 2014), 16. 
26 Rusli, “Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan 
Kemiskinan Di kabupatenaceh Utara”, Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172 (Pascasarjana 
Universitas Syiah Kuala 8 Pages pp.), 56- 63. 
































training and guidance, follow-up assistance, active monitoring, and 
establishing cooperation between JZNK with other anti-poverty agency, so 
that the effectiveness of the program can be enhanced.27  
Objek penelitian ini pada Lembaga Amil Zakat Infaq S}odaqoh 
(LAZIS) Yayasan Dana Sosil Al falah (YDSF) menjadi lokasi penelitian 
karena mempunyai Visi pemberdayaan yang berbasis pada sistem 
berkeadilan, selain itu juga Yayasan Dana Sosil Al falah (YDSF) juga 
mempunyai tanggung jawab atas kaum Dhuafa yang ada di wilayah Jawa 
Timur. Tanggun jawab tersesebut sejalan dengan tujuan didirikannnya 
YDSF sebagai salah satu lembaga yang mengurus dana zakat untuk 
disalurkan kepada para mustahiq. Faktor yang menentukan peniliti 
memilih YDSF sebagai objek penelitian karena telah membagi program-
programnya dalam kategori yang jelas dan mudah difahami oleh khalayak 
ramai dalam penyalurannya, misalnya di bidang ekonomi ada program 
warung berdaya dan kambing berdaya. Yang menarik juga adalah YDSF 
dalam menggalang dana telah melakukan jemput zakat. YDSF memiliki 
informasi yang mudah diakses melalui websitenya, sehingga untuk 
mendapatkan informasi kegiatan-kegiatannya dapat dipantau real time. 
Alasan terakhir karena cakupan wilayah kerja YDSF sangat luas di seluruh 
Indonesia umumnya dan di Provinsi Jawa Timur khususnya Maka dari 
alasan tersebut peniliti menjadikan YDSF sebagai objek penelitian.  
                                                          
27  Noor Syafinas Binti Muda, “Keberkesanan Agihan Zakat Kepada Asnaf Fakir Dan Miskin : 
Kajian Kes Bantuan Jayadiri”, (Jabatan Zakat Negeri Kedah, 2014), 18. 
































Dengan adanya femonena-fenomena, data dan hasil temuan 
penelitian sebelumnya, dalam tesis ini meneliti tentang Pengaruh 
Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulanan Kemiskinan Dengan 
Pemberdayaan Zakat Dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel 
Moderating [Studi di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Propinsi 
Jawa Timur]. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraikan latar belakan masalah, maka di bawah 
identifikasi masalah penelitian ini, diantaranya : 
1. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan cara membuat perencanaan 
program penyaluran zakat, melakukan pengawasan zakat terhadap 
penerima zakat (mustahiq), memberikan pendampingan kepada 
penerima zakat (mustahiq) dan melakukan evaluasi terhadap program. 
Langkah-langkah tersebut untuk memastikan bahwa zakat yang 
disalurkan kepada mustahiq dapat diimplementasikan dengan baik, 
dana tidak disalah gunakan untuk kegiatan-kegiatan di luar tujuan 
program. Namun dari temuan awal, diketahui mustahiq menggunakan 
dana zakat bantuan modal usaha untuk kegiatan di luar usaha, seperti 
untuk pembelian sembako, televisi, sepeda. 
2. Pemberdayaan zakat bertujuan untuk menaikkan pendapatan keluarga 
mustahiq. Meningkatnya pendapatan mustahiq sebagai bukti bahwa 
pemberdayaan zakat mampu mengentaskan kemiskinan, akan tetapi 
































yang menjadi masalah adalah telah banyak LAZ yang 
mengimplementasikan pemberdayaan zakat kepada mustahiq, namun 
faktanya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur masih relatif 
tinggi. Berdasarkan data BPS Tahun 2016 jumlah penduduk miskin 
sebanyak 4.703.300 jiwa. Di lihat dari keparahan kemiskinan pada 
tahun 2016 menurut data BPS nilainya masih relatif tinggi sebesar 
0,47, sedangkan tingkat kedalaman kemiskinan masih relatif tinggi, 
yaitu sebesar 1,98. 
3. Pendayagunaan zakat dengan  mengelompokkan pendistribusian zakat 
dalam bentuk konsumtif tradisional, konsumtif kreatif,  produktif 
konvensional dan produktif kreatif, namun pengalokasian dana zakat 
untuk kegiatan produktif konvensional dan produktif kreatif relatif 
kecil  kurang dari 5%. Rendahnya pengalokasian dana zakat untuk 
kegiatan produktif konvensional dan produktif kreatif relatif kecil 
dapat berpengaruh terhadap kecepatan pengentasan kemiskinan. 
4. Perencanaan penyaluran zakat kepada mustahiq berdampak kepada 
peningkatan pendapatan keluarga mustahiq. Perencanaan penyaluran 
zakat yang baik meliputi berapa jumlah zakat yang disalurkan? Siapa 
sasaran penerima zakat? Bagaimana sistem penyaluran zakat? Namun 
terjadi permasalahan, LAZ kurang tepat menentukan sasaran penerima 
zakat yang berupa modal usaha, sehingga mustahiq menggunakan 
modal usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidup atau tidak 
dipergunakan untuk membuka usaha. 
































5. LAZ memberikan pendampingan kepada mustahiq, agar mustahiq 
mampu mempergunakan zakat produktif sesuai peruntukkannya. 
Namun permasalahannya jumlah tenaga pendamping yang ditugaskan 
LAZ tidak sebanding dengan jumlah lokasi mustahiq berada. Rasio 
rata-rata, 1 pendamping mendampingi minimal di 5 lokasi dengan 
letak geografis yang berjauhan atau berbeda kabupaten. Permasalahan 
selanjutnya adalah kehadiran pendamping tidak rutin dan dalam 1 
bulan hanya 1 kali mendampingi mustahiq. Sering kali pendamping 
hanya akan hadir jika mustahiq menghadapi permasalahan dan 
mustahiq meminta pendamping untuk hadir membantu menyelesaikan 
masalahnya.  
6. Pengawasan LAZ terhadap mustahiq yang menerima bantuan modal 
usaha  mampu mencegah penyimpangan penggunaan dana bantuan 
modal usaha. Namun permasalahannya LAZ tidak melakukan 
pengawasan secara rutin dan berkala.   
7. Evaluasi program secara rutin dan berkala berpengaruh kepada 
keberhasilan program, sehingga tujuan program untuk menanggulangi 
kemiskinan dapat dicapai. Namun masalahnya LAZ tidak melakukan 
evaluasi secara rutin dan berkala, sehingga seringkali ditemukan 
masalah-masalah program tahun sebelumnya muncul kembali pada 
program tahun berjalan. Dampaknya, tujuan program untuk 
menanggulangi kemiskinan tidak tercapai, sebagaimana ditunjukan 
masih tingginya jumlah penduduk miskin  di Propinsi Jawa Timur.  
































8. Pengelolaan zakat mampu meningkatkan pemberdayaan zakat. 
Pemberdayaan zakat ditandai dengan kenaikan pendapatan keluarga 
mustahiq dan mustahiq berubah status menjadi muzaki@. Namun 
faktanya, jumlah mustahiq yang mengalami kenaikan pendapatan 
relatif sedikit atau kurang dari 7% dari total mustahiq. Jumlah 
mustahiq yang menjadi muzaki@  kurang dari 5% dari total mustahiq. 
9. Pengelolaan zakat berpengaruh kepada pendayagunaan zakat. Dalam 
mengelola zakat dilakukan perencanaan untuk menentukan 
Pendayagunaan zakat, seperti proporsi dana zakat yang akan 
disalurkan, bentuk penyaluran zakat. Namun persoalannya, 
perencanaan yang dilaksanakan LAZ dari tahun ke tahun tidak 
merubah proporsi pendayagunaan zakat, seperti ditunjukkan dari 
jumlah dana modal kerja dan bantuan sarana prasarana produksi kecil 
atau kurang dari 7%. 
10. Tingkat pendidikan mustahiq berpengaruh terhadap keberhasilan 
pemberdayaan zakat. Semakin tinggi pendidikan mustahiq 
meningkatkan peluang keberhasilan pemberdayaan zakat. 
Keberhasilan pemberdayaan zakat ditandai dengan kenaikan tingkat 
pendapatan mustahiq dan berubahnya status mustahiq menjadi 
muzaki@. Namun LAZ dalam menyalurkan zakat untuk bantuan modal 
usaha tidak membuat klasifikasikan mustahiq berdasarkan tingkat 
pendidikannya. 
 
































C. Pembatasan Masalah 
Dari beberapa masalah yang berhasil diidentifikasi, dalam 
penelitian ini dibatasi pada pengelempokkan pada masalah-masalah : 
1. Pengelolaan zakat yang meliputi masalah perencanaan, pengawasan 
kepada mustahiq,  evaluasi program, dan pendampingan mustahiq.  
2. Pemberdayaan zakat yang meliputi masalah tingkat kenaikan 
pendapatan mustahiq dan jumlah anggota keluarga mustahiq. 
3. Pendayagunaan zakat yang meliputi masalah jumlah proporsi 
pendanaan modal kerja dan sarana prasaran yang diterima oleh 
mustahiq. 
4. Penanggulangan kemiskinan yang meliputi masalah kedalaman dan 
keparahan kemiskinan.  
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah penelitian, selanjuntnya 
ditentukan rumusan masalah penelitian ini adalah : 
1. Apakah terdapat pengaruh pemberdayaan zakat terhadap 
penanggulangan kemiskinan? 
2. Apakah terdapat pengaruh pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan 
zakat? 
3. Apakah terdapat pengaruh pengelolaan zakat melalui pemberdayaan 
zakat terhadap penanggulangan kemiskinan? 
































4. Apakah terdapat pengaruh pengelolaan zakat terhadap pendayagunaan 
zakat? 
5. Apakah terdapat pengaruh pendayagunaan zakat terhadap 
penanggulangan kemiskinan? 
6. Apakah terdapat pengaruh pengelolaan zakat melalui pendayagunaan 
zakat terhadap penanggulangan kemiskinan? 
7. Bagaimana bentuk pengelolaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kota? 
 
E. Hipotesis 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian, hipotesa penelitian ini 
dibuat sebagai berikut : 
1. Terdapat pengaruh pemberdayaan zakat terhadap penanggulangan 
kemiskinan. 
2. Terdapat pengaruh pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan zakat. 
3. Terdapat pengaruh pengaruh pengelolaan zakat melalui pemberdayaan 
zakat terhadap pengentasan kemiskinan. 
4. Terdapat pengaruh pengelolaan zakat terhadap pendayagunaan zakat. 
5. Terdapat pengaruh pendayagunaan zakat terhadap penanggulangan 
kemiskinan. 
6. Terdapat pengaruh pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat 
terhadap penanggulangan kemiskinan. 
 
 

































Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pemberdayaan zakat 
terhadap penanggulangan kemiskinan. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengelolaan zakat terhadap 
pemberdayaan zakat; 
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengaruh pengelolaan zakat 
melalui pemberdayaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan; 
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengelolaan zakat terhadap 
pendayagunaan zakat; 
5. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pendayagunaan zakat terhadap 
penanggulangan kemiskinan; 
6. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengelolaan zakat melalui 
pendayagunaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan; 
7. Untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan Program Pemberdayaan 
Ekonomi Kota. 
 
G. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan dari uraian tujuan, maka kegunaan  penelitian ini adalah : 
1. Untuk pengembangan mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro Islam, khususnya 
dalam teori distribusi pendapatan dan kemiskinan serta pengembangan 
mata kuliah Lembaga Keuangan Syarian Non Bank. 
































2. Untuk masukan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam membuat 
kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan 
pemberdayaan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana zakat. 
3. Untuk YDSF, mengembangkan strategi dan model pemberdayaan, 
pengelolaan dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan di 
Provinsi Jawa Timur.  
 
H. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dalam tesis ini diawali dengan latar belakang, 
yang mana latar belakang tersebut menjelaskan fenomena-fenomena, fakta 
yang terjadi maupun data-data dari hasil penelitian sebelumnya. Dari 
fenomena, fakta dan data tersebut dilihat masalah-masalah apa yang terjadi. 
Seluruh masalah di indentifikasi dalam identifikasi masalah. Masalah-masalah 
yang muncul karena temuan theory gap maupun fenomena gap. 
Banyaknya identifikasi masalah menjadi kendala bagi peneliti untuk 
melakukan penelitian, untuk itu peneliti menentukan batasan masalah yang 
menjadi fokus penelitian. Pembatasan masalah di dasarkan kepada temuan 
theory gap. Pada penelitian-penelitan sebelumnya didapatkan hasil bahwa 
terjadi hubungan positif antara pemberdayaan zakat dengan pengentasan 
kemiskinan, ada hubungan positif antara pengelolaan dengan pengentasan 
kemiskinan, namun belum diketahui dengan pasti indikator-indikator 
pemberdayaan apakah yang berbepengaruh pengentasan kemiskinan, 
indikator-indikator pengelolaan zakat apakah yang terhadap pengentasan 
































kemiskinan, dan indikator-indikator pendayagunaan zakat apa yang 
berbepengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, serta bagaimana praktik-
praktik pengelolaan zakat ternak berdaya, warung berdaya yang 
dikembangkan oleh YDSF. Karena diketahui juga di Provinsi Jawa Timur 
memiliki potensi zakat yang besar dan mayoritas penduduknya beraga Isalam, 
namun tingkat kemiskinannya masih tinggi. 
Pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas dibuat dalam rumusan 
masalah lalu dibuat hipotesa. Hipotesa diuji dengan fakta-fakta penelitian 
untuk memberikan jawaban yang valid dan realibel. Atas jawaban yang  
didapat merupakan kontribusi kepada pengembangan teori atau disiplin ilmu 
terutama untuk disiplin ilmu Ekonomi Islam khususnya di bidang Ekonomi 
Makro Islam, Lembaga Keuangan Shariah Non Bank dan lainnya. Selain itu 
jawaban penelitian dapat memberikan kepentingan praktis untuk pemecahan 
masalah bagi pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur, sehingga kebijakan yang dibuat akan terarah dan tepat sasaran. 
Kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dengan sumber pembiayaan dari 
masyarakat sendiri dan dikelola masyarakat sendiri. Jawaban dari penilitian 
juga dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan pengelolaan zakat bagi 
YDSF, supaya lembaga zakat dapat berkontribusi dalam penyaluran zakat 
yang optimal dan berdampak kepada perbaikan kesejahteraan mustahiq 
khususnya dan masyarakat miskin umumnya. 
Kerangka teori dipergunakan agar menuntun peniliti tetap pada 
kerangka ilmiah. Ilmiah mencakup logis, empiris, realible dan dapat 
































dipertanggung jawabkan secara akademis. Karena hasil penelitian salah satu 
tujuannya adalah untuk menguji kebenaran teori-teori. 
Penelitian sebelumnya dituliskan untuk memastikan supaya penelitian 
tidak mengada-ada bahkan terjadi plagiatisme. Sehingga penelitian benar-
benar dapat menyumbang pada dunia keilmuan. 
Metodologi penelitian dibuat sebagai dasar menemukan kebenaran 
ilmiah pada penelitian ini. Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, 
maka metodologi penelitian berperan penting untuk memastikan pengumpulan 
data, penentuan populasi dan sampel, analisa data, sesuai dengan kaidah 
penemuan kebenaran ilmu pengetahuan, kebenaran empiris dan logis. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah mix methode. 
Data yang benar dan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan 
selanjutnya dibahas dan dianalisa, sehingga jawaban untuk rumusan masalah 
telah tepat dan objektif. Hasil pembahasan selanjutya dibuat kesimpulan 
penelitian, simpulan penelitian sebagai ujung dari tahapan penelitian untuk 
memastikan jawaban telah ditemukan dan sesuai dengan kebenaran ilmiah.  
 
I. Outline 
Kerangka pembahasan penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel-
variabel laten yang mempengaruhi dari pengentasan kemiskinan. Apakah 
variabel manifes pemberdayaan zakat yang berpengaruh kepada pengentasan 
kemiskinan. Apakah variabel manifes dari variabel laten pengelolaan zakat 
yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, serta apakah variabel 
































manifes dari variabel laten pendayagunaan zakat yang berpengaruh terhadap 
pengentasan kemiskinan. Pengaruh variabel laten dan manifes tersebut akan 
dikuatkan dengan praktik-praktik pengelolaan zakan yang dilaksanakan 
YDSF. 
Sebagai gambaran awal variabel manifes dari variabel pemberdayaan 
zakat adalah Zakat yang diterima mustahiq, Anggota keluarga mustahiq, Usia 
mustahiq Mustahiq. Variabel Pengelolaan ditunjukkan dengan pembinaan, 
Pengawasan, Pendampingan. Sedangkan variabel manifes dari variabel 
pendayagunaan zakat adalah  Pendayagunaan yang konsumtif, Pendayagunaan 
yang konsumtif kreatif, Pendayagunaan produktif tradisional, Pendayagunaan 
produktif kreatif. 
Masing-masing variabel manifes tersebut diukut pengaruhnnya 
terhadap variabel laten, baik secara sendiri-sendiri maupun secara simultan. 
Jika terdapat pengaruh, selanjutnya dianalisa seberapa kuat pengarunya? 
Sehingga dapat diketahui indikator-indikator yang mempengaruhi variabel. 
 



































A. Kerangka Teoritik 
1. Kemiskinanan 
a. Pengertian 
Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang 
tidak sanggup memlihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan 
kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, 
maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.1 Kemiskinan diartikan juga 
sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi 
kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin 
kelangsungan hidup.2Sedangkan menurut Kuncoro,bahwa kemiskinan 
sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup 
minimum.3 
Pengertian yang lebih luas tentang kemiskinan didefinisikan 
oleh SMERU, bahwa kemiskinan mencakup berbagai dimensi, antara 
lain4 : 
1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, 
sandang, dan papan); 
                                                          
1 Soerjono Soekanto, Sosiologi: suatu Pengantar (Jakarta: 1982, Rajawali Press), 45-46. 
2 Chirwardani Suryawati, “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional”,Jurnal 
Manajemen Pembangunan dan Kebijakan, vol.08 No.03 (September, 2005), 122. 
3 Mudrajat Kuncoro, Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997), 102-103. 
4 Dwi Prawani Sri Rejeki, “Analisis Penanggulangan Kemiskinan  Melalui Implementasi 
Program P2KP Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan 
Kota Semarang Tahun 2000 - 2003)”, (Tesis--Universitas Diponegoro, Semarang, 2006) 16-17. 
































2) Ketidakmampuan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya 
(kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi); 
3) Tidak ada jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk 
pendidikan dan keluarga); 
4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual dan 
massal; 
5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan 
sumberdaya alam; 
6) Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat; 
7) Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian 
yang berkesinambungan; 
8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun 
mental; 
9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak 
terlantar,wanita tindak kekerasan rumah tangga, janda, kelompok 
marginal dan terpencil). 
 
b. Dimimensi kemiskinan  
Dilihat dari dimensinya, kemiskinan paling tidak memiliki 3 
(tiga) dimensi, yaitu :5 
1) Kemiskinan politik. 
Kemiskinan politik yaitu tingkat kemampuan untuk 
mengakses kekuasaan (power).Kekuasaan meliputi pranata sosial 
politik yang menentukan kepemilikan sumber daya 
(resources)untuk kepentingan sekelompok orang atau pranata 
sosial dan mendapatakan alokasi sumber daya. 
2) Kemiskinan sosial. 
Kemiskinan sosial adalah kemiskinan ketidakmampuan 
membangun jaringan sosial dan struktur yang mendukung dalam 
memperoleh peluang agar produktivitas seseorang meningkat. 
                                                          
5 Tri Widodo, Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah) 
(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 296. 
































Kemiskinan sosial dapat dikatakan terdapatnya faktor-faktor yang 
menghambat dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan 
peluang yang ada. 
3) Kemiskinan Ekonomi 
Kemiskinanan ekonomi diartikan suatu kondisi dimana 
terdapat kekurangan sumber daya (resources) yang digunakan 
untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan 
ekonomi dapat diukur langsung dengan menetapkan persediaan 
sumber daya yang ada pada kelompok tersebutdengan 
membandingkannya dengan standar-standar baku. Sumber daya 
yang dimaksud mencakup konsep ekonomi yang luas tidak terbatas 
sebagai pengertian keuangan untuk memenuhi kebuthan keluarga, 
akan tetapi mempertimbangkan pulaseluruh jenis kekayaan yang 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
c. Bentuk kemiskinan 
Bentuk-bentuk kemiskinan menjadi beragam ketika dilihat dari 
sudut pandang yang berbeda-beda. Bentuk kemiskinan didasarkan 
pada konsep kemiskinan, adalah:6 
1) Kemiskinan absolut, dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu 
yang konkret, ukuran itu lazimnya berorientasi pada kebutuhan 
hidup dasar minimum anggota masyarakat seperti sandang, pangan 
dan papan;  
                                                          
6 Roesmidi, Pemberdayaan Masyarakat (Sumedang: Alqa Print Jatinangor, 2006),95-96. 
































2) Kemiskinan relatif, dirumuskan berdasarkan ”the idea of relative 
standard”, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan 
waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan disuatu daerah berbeda 
dengan daerah lainnya, dan kemiskinan pada suatu waktu berbeda 
dengan waktu yang lain. Seseorang yang tergolong miskin relatif 
sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih 
berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.7;  
3) kemiskinan subyektif, dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok 
miskin itu sendiri”. 
Kemiskinan dapat juga dibagi dalam 2 (dua) bentuk  yaitu8: 
1) Kemiskinan Kultural 
Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau 
sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki 
tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha dari pihak lain yang 
membantunya. 
2) Kemiskinan struktural 
Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan 
oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan juga disebabkan oleh 
faktor-faktor rekayasa manusia. 
d. Ciri-ciri Kemiskinan 
Kemiskinanan selalu menimbulkan pemahaman yang berberda-
beda, melihat konteks dan latar belakangnya.  
                                                          
7Soedjatmoko, Dimensi Manusia dalam Pembangunan (Jakarta: LP3ES, 1995), 157. 
8 Ibid, 158.  
































Namun kemiskinan secara umum memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut9 : 
1) Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya 
tidak memiliki faktor produksi, sendiri: tanah yang cukup, modal 
ataupun ketampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya 
sedikit, sehingga untuk memperoleh pendapat menjadi sangat 
terbatas. 
2) Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk 
memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan 
yang diperoleh tidak cukup memperoleh tanah gararapan atau pun 
modal usaha. Sementara mereka pun tidak memiliki syarat untuk 
terpenuhunya kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan lain-
lain, yang mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat yang 
biasanya untuk  pelunasannya meminta syarat-syarat berat dan 
bunga yang amat tinggi. 
3) Waktu untuk mencari makan sehingga tidak ada lagi waktu untuk 
belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tak dapat 
meyelesaikan sekolah karena harus membantu orang tuanya 
mencari nafkah tambahan. 
4) Banyak diantara mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan tidak 
mempunyai tanah garapan, atau kalaupun ada relative kecil sekali. 
Pada umumnya mereka menjadi, karena bekerja di pertanian 
                                                          
9 Soetandyo Wignjosoebroto, Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum 
(Malang: Setara Press, 2013), 15. 
































berdasarkan musiman, maka kesinambungan pekerjaan mereka 
menjadi kurang terjamin. Banyak antara mereka lalu menjadi 
pekerja bebas (self employed) yang berusaha apa saja. Akibat di 
dalam situasi penawaran tenaga tenaga kerja yang besar, maka 
tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka selalu 
hidup dibawah garis kemiskinan. Didorong oleh kesulitan hidup di 
desa, maka banyak di antara mereka mencoba berusaha ke ota 
(urbanisasi) untuk mengadu nasib. 
5) Banyak di antara mereka yang yang hidup di kota masih muda dan 
tidak mempunyai ketrampilan atau skill da pendidikan. Sedangkan 
kta sendiri terutama di Negara sedang berkembang tidak siap 
menampung gerak urbanisasi penduduk desa itu. Apabila di 
Negara maju pertumbuhan industry menyertai urbanisasi dan 
pertmbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk 
bekerja di kota, proses urbanisasi di Negara sedang berkembang 
tidak sertai proses penyerapan enaga kerja dalam perkembangan 
industry. Bahkan, sebaliknya, perkembangan tekhnologi di kota-
kota Negara berkembang justru menampik penyerapan tenaga 
kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota terdampak 
dalam kantong-kantong kemelartan (slumps). 
e. Indikator pengukur kemiskinan 
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep 
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). 
































Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai 
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 
makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi 
Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 
pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.10 
BPS dalam pemutakhiran data PSE05 dalam PPLS 2008 
menggunakan pendekatan karakteristik rumah tangga dengan 14 
(empat belas) variabel kualitatif penjelas kemiskinan, yaitu:11 luas 
lantai per kapita; jenis lantai; jenis dinding; fasilitas buang air besar; 
sumber air minum; sumber penerangan; bahan bakar; pembelian 
daging/ayam/susu; frekuensi makan; pembelian pakaian baru; 
kemampuan berobat; lapangan usaha kepala rumah tangga; pendidikan 
kepala rumah tangga, danaset yang dimiliki. 
Pengukuran kemiskinan didasarkan juga kepada konsep 
distribusi pendapatan nasional. Yang dimaksud distribusi pendapatan 
adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil 
pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya.12 
Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok 
yaitu; distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan 
yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau 
                                                          
10 https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1 
11Widjajanti Isdijoso,“Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang 
Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota”(Jakarta: 
SMERU, 2016), 7. 
12 Dumairy, Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Ketiga(Jakarta: Erlangga, 
1999), 50. 
































distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi13 Dari dua definisi diatas 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan 
mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu 
daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun 
dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. 
Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau mengetahui 
apakah distribusi pendapatan timpang atau tidak, dapat digunakan 
kategorisasi dalam kurvaLorenz atau menggunakan koefisien Gini.14 
Kurva Lorenz (Lorenz Curve) dipakai untuk menganalisis 
statistik pendapatan perorangan. Jumlah penerimaan pendapatan 
dinyatakan pada sumbu horizontal, tidak dalam arti absolut melainkan 
dalam persentase kumulatif. Garis diagonal dalam KurvaLorenz 
malambangkan pemerataan sempurna (perfect equality) dalam 
distribusi antar kelompok pendapatan masing-masing persentase 
kelompok penerima pendapatan menerima persentase pendapatan total 
yang sama besarnya.Semakin cembung kurva Lorenz, semakin tidak 
merata distribusi Pendapatan  
(ketimpangan semakin tinggi).15 
 
 
                                                          
13Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh Terj. Haris 
Munandar(Jakarta: Erlangga, 2004), 222. 
14 Hani Widyani, “Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program Dana 
Bergulir Badan Amil Zakat Kota Bandung”, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Afkaruna Vol. 10 
No. 2 (Juli - Desember 2014), 20. 
15 Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh Terj. Haris 
Munandar,223. 







































Sumber: Kuncoro, “Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan 
Kebijakan” 
 
Ketimpangan pendapatan biasanya diukur dengan pengukuran 
Indeks Atkinson. Indeks yang pada dasarnya adalah evaluasi 
kesejahteraan sosial distribusi pendapatan. Patmawati dalam Huda 
berpendapat bahwa indeks ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, 
untuk menghitung perbedaan dalam kesetaraan antara dua distribusi. 
Kedua, untuk mengukur tingkat kerugian kesejahteraan masyarakat 
Karena ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan masyarakat 
berkurang dengan distribusi zakat. Rumus indeks Atkinson sebagai 
berikut:16 
I - ଢ଼ ୉ୈ୉
ஜ
, dimana Y EDE = ௠
(ଵିீ௣)





∑ (𝑞 + 1)𝑌𝑖௤௜ୀଵ  
I  =  IndeksAtkinson 
Y EDE =  Tingkat kesetaraan penapatan 
µ = Rata-rata distribusi pendapatan penduduk 
                                                          
16 Nurul Huda, Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset (Jakarta: Kencana, 2015), 4. 
































m = Rata-rata pendapatan masyarakat miskin 
Gp = Koefisien Gini 
Q = Jumlah penduduk miskin 
M = Pendapatan rata-rata penduduk miskin 
Y = Pendapatan individu i 
Pengukur ketimpangan pendapatan, dapat diukur juga dengan 
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1).Indeks 
Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran 
rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin 
terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh 
rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.17 Indeks 
Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)menyatakan bahwa 
penduduk di luar penduduk miskin memiliki nilai indeks nol18. Rumus 
perhitungan Poverty gap index, sebagai berikut:19 
 
Dimana :  
α  = 1  
z  = garis kemiskinan.  
                                                          
17___, “Perhitungan Indeks Kedalaman Kemiskinan”, dalam https://www.bps.go.id (17 Agustus 
2017). 
18 Nurul Huda, Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset (Jakarta: Kencana, 2015), 91. 
19___, “Perhitungan Indeks Kedalaman Kemiskinan”, dalam https://www.bps.go.id (17 Agustus 
2017). 
































yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada 
dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < z  
q  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.  
n  = jumlah penduduk.  
Pengukur kemiskinan berikutnya adalah Indeks Keparahan 
Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2), yaitu indeks yang 
memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara 
penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi 
ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin20. Rumus 
Penghitungan Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-
P2, sebagai berikut:  
 
Dimana :  
α  = 2  
z  = garis kemiskinan.  
yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada 
dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < z  
q  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.  
n  = jumlah penduduk 
 
 
                                                          
20 Ibid. 
































2. Zakat  
a. Pengertian zakat 
Di dalam Islam zakat merupakan salah rukun Islam dan 
merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua 
kalimat syahadat. Zakat sebuah perintah wajib yang harus dijalankan 
oleh semua umat Islam yang telah memenuhi syarat21. Zakat adalah 
salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, 
zakatmemiliki arti kata berkembang (al nama@@@@@@@), mensucikan (al 
tahaarah) dan berkah (al baraka@h)22, kebaikan (al sala@h), jernihnya 
sesuatu (safwatu al syya@@@@’i), dan pujian (al madu)23.Sedangkan secara 
terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian 
hartadengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok 
tertentu (Mustahiq) denganpersyaratan tertentu pula.24Zakat secara 
harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat25, berkembang serta 
bertambah suci dan baik, sebagaimana firman Allah dalam al Qur’an 
surat al taubat (9) ayat 103 26 di bawah ini: 
Artinya 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 
mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 
                                                          
21 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: Universitas Indonesia, 
2012), 31. 
22 Ibid. 
23Iqbal M. Ambara, Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia (Sketsa, 2009), 19. 
24 Irfan Syauqi Beik, “Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompet 
Dhuafa Republika”,  Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II (2009), 3. 
25 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya : Pustaka 
Progresif, 1997), 577. 
26 Nurul Huda, Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset (Jakarta: Kencana, 2015), 4. 
































ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui.27 
 
Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah 
pelaksanaan kewajiban membayar zakat.28 Oleh karena itu, harta benda 
yang di keluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa 
manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta. 
Zakat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk 
diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat 
Islam29. 
b. Tujuan zakat 
Zakat adalah suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong 
orang muslim untuk mengasihi sesama (compassion), mewujudkan 
keadilan sosial (social justice), serta berbagi dan mendayakan 
masyarakat, selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan (to relive the 
poor). Sebagaimana di firmankan Allah SWT, dalam al Quran surat Al 
Hasry (59) ayat 730:  
 
Artinya: Apa saja harta rampasan (fai’i) yang diberikan Allah 
kepada Rasu@lNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk 
                                                          
27 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Kudus: Menara 
Kudus, 2006). 
28 Fazlur Rahman, Economic Doktrines of Islam. Terj Suroyo Nastangin “ Doktrin Ekonomi 
Islam” (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996), 235. 
29 Nurul Huda, Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset, 4. 
30 Gus Arifin, Keutmaaan Zakat, Infa@@@@@q, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjaun dalam Fikih 4 
Mazhab(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 24. 
































kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasu@l, kaum kerabat, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 
perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang 
kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasu@l kepadamu, 
maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 
tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah amat keras hukumannya.31 
 
Tujuan adanya zakat antara lain:32 
1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya dari kesulitan 
hidup serta penderitaan;  
2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihdapi oleh para 
ghori@min, ibnu al sabi@l dan mustahiq lainnya;  
3) membentangkan dan membina tali persaudauraan sesama umat 
muslim dan manusia pada umumnya;  
4) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, 
terutama pada mereka yang memiliki harta, sarana pemerataan 
pendapatan. 
c. Jenis zakat  
Zakat dibagi menjadi 2 (dua) zakat maal atau zakat harta dan 
zakat fitrah. Zakat maal atau zakat harta adalah bagian dari harta 
kekeyaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk 
golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai sema jangka waktu 
tertentu dalam jumlah minmal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah 
pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai 
                                                          
31 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Kudus: Menara 
Kudus, 2006). 
32 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, 40. 
































kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari 
raya idul fitri33.  
d. Fungsi zakat 
Dalam Islam yang disebutkan dalam Nasution, dan Setyanto 
konsep distribusi sangat berkaitan erat dengan konsep moral ekonomi, 
karena berkaitan dengan kebendaan (materi), kepemilikan, dan 
kekayaan (property and wealth concept) harus dapat dipahami untuk 
menjaga persamaan dan mengikis kesenjangan sosial. Hak 
kepemilikan harus dapat berfungsi sebagai nafkah konsumtif, 
berproduksi dan berinvestasi, alat untuk kepedulian sosial (zakat, 
infa@q, dan s}odaqoh) dan jaminan distribusi kekayaan.34 
Syed Othman Al Habsyi menjelaskan bahwa zakat dapat 
menciptakan permintaan yang merupakan salah satu komponen yang 
komponen dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB). 
Distribusi zakat akan menciptakan kemampuan mustahiq dalam 
meningkatkan kemampuan mereka untuk membeli. Hal ini jelas bahwa 
fuqara (orang miskin) dan al masaki@n (orang miskin) tidak memiliki 
daya beli tinggi karena pendapatan mereka rendah dan hanya cukup 
untuk mendukung kebutuhan mereka. Jadi preferensi mereka 
menggunakan pendapatannya lebih tinggi dari orang-orang kaya. 
Karena itu, zakat dapat membantu mereka dengan meningkatkan 
                                                          
33Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, 42. 
34Trie Anis Rosyidah, “Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Legalitas 
Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa Laz Di Kota Malang)”,  
































mereka daya beli. Setiap pertumbuhan memacu permintaan akan 
mempercepat produksi yang lebih tinggi untuk barang-barang. 
Zakat dapat dipergunakan pula untuk mengukur pertumbuhan 
ekonomi, The finding seems to demonstrate that, Zakat as benchmark 
could estimate the economic growth and contribute in economic 
development in terms of poverty alleviation, reducing of unemployment 
and the rate of inflations. Although the results of this paper are 
theoretically, empirical examination should be conducted for future 
research. This paper may contribute to evaluate economic growth as 
new index to measuring the growth of economic among Islamic 
countries.35 
e. Penerima zakat 
Penerima zakat zakat ada 8 (delapan) golongan, sebagai 
berikut:36 
1) Fakir (orang yang tidak memiliki harta, adalah orang yang tidak 
memiliki harta ataupun usaha yang tidak memadai, sehingga 
sebagian besar kebutuhannya tidak dapat terpenuhi. Walaupun 
memiliki rumah tempat tinggal, pakaian yang pantas bagi dirinya, 
                                                          
35 Adel Sarea Ahlia, Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative 
Approach International Journal of Business and Social Science, University Manama, Kingdom 
of Bahrain Vol. 3 No. 18, (September, 2012), 12. 
36 Yons Achmad, “Inilah 8 Golongan Orang Yang Berhak Menerima Zakat” dalam 
https://zakat.or.id/inilah-8-golongan-orang-yang-berhak-menerima-zakat/ (20 Nopember 
2017). 
































ia tetap dianggap fakir selama sebagian besar kebutuhan hidup 
yang diperlukannya tidak terpenuhi olehnya.37 
2) Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi), adalah 
38orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan dasar hidupnya, namun masih ada sedikit kemampuan 
untuk mendapatkannya. Dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan 
kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang teramat kecil dan 
jauh dari cukup untuk sekedar menyambung hidup dan bertahan.39 
3) Al Riqa@b, adalah hamba sahaya atau budak yang akan 
membebaskan dirinya. Untuk membebaskan diri harus 
menebusnya dengan sejumlah uang dengan Tuannya.Karena itu 
perlu mendapatkan bantuan, maka ia berhak menerima pemberian 
zakat.40 
4) Al gha@rim, adalah orang yang memiliki banyak hutang, yang 
mereka sukar untuk membayarnya.41 
5) Mualaf, adalah orang yang baru masuk Islam. Mualaf juga 
termasuk orang yang berhak menerima zakat untuk mendukung 
penguatan iman dan takwa mereka dalam memeluk agama Islam.42 
                                                          
37Lahmudin Nasution, Fiqh Cetakan ke 1 (Jakarta: Logos, 1995), 185. 
38 Yons Achmad, “Inilah 8 Golongan Orang Yang Berhak Menerima Zakat” dalam 
https://zakat.or.id/inilah-8-golongan-orang-yang-berhak-menerima-zakat/ (20 Nopember 2017 
39 Abu Qari’, “Kriteria Fakir Dan Miskin Penerima Zakat  http://www.khadimul-
ummah.or.id/2017/02/kriteria-fakir-dan-miskin-penerima-zakat.html (20 Nopember 2017) 
40 Moh. Rifa’I, Kifayatul Ahyar, (terj) Jilid. I (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 143. 
41 ____, “Pengertian Gharimin Dan Jenis Hutang Yang Boleh Ditanggung Dari Zakat”, dalam 
http://www.jadipintar.com/2016/03/pengertian-gharimin-dan-jenis-hutang-yang-boleh-
ditanggung-dari-zakat.html (20 Nopember 2017). 
42 Yons Achmad, “Inilah 8 Golongan Orang Yang Berhak Menerima Zakat” dalam 
https://zakat.or.id/inilah-8-golongan-orang-yang-berhak-menerima-zakat/ (20 Nopember 2017 
































6) Fi@sabilillah (pejuang di jalan Allah), adalah Golongan fisabilillah 
adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan 
utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama 
Islam.43 
7) Ibnu al sabi@l (musyafir dan para pelajar perantauan), adalah orang 
yang melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia 
kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan itu.44 
8) Amil zakat, adalah panitia yang terdiri dari orang-orang yang 
diambil dari muslimin yang memenuhi syarat seperti masalah-
masalah zakat45, dengan tugas menerima dan mengelola dana 
zakat.46 
3. Pemberdayaan 
a. Pengertian  
Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment 
berkembang diEropa mulai abad pertengahan, terus berkembang 
hingga diakhir 70-an, 80-an, danawal 90-an. Konsep pemberdayaan 
tersebut kemudian mempengaruhi teori-teoriyang berkembang 
belakangan.47 
Pengertian pemberdayaan menurut Mc Ardledalam Harry 
Hikmat mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan 
                                                          
43 Ibid. 
44 Lahmudin Nasution, Fiqh Cetakan ke 1, 185. 
45 https://zakat.or.id/inilah-8-golongan-orang-yang-berhak-menerima-zakat/ (20 Nopember 2017 
46Moh. Rifa’I,Kifayatul Ahyar, (terj) Jilid. I, 142. 
47 Agus Purbathin Hadi, “Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam 
Pembangunan”, (Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya/PPMA), 1. 
































keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan 
keputusan tersebut. Orang orang yang telah mencapai tujuan kolektif 
diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan 
“keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri 
dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya dalam 
rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan 
eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut 
bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses 
dalam pengambilan keputusan.48 Sedangkan Rappaport mengartikan 
empowerment sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi dan 
komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya.49Prijono 
dan Pranarka (1996: 77)menyatakan bahwa: pemberdayaan 
mengandung dua arti. Pengertianyang pertama adalah to give power or 
authority, pengertian kedua to give ability to or enable. Pemaknaan 
pengertian pertama meliputimemberikan kekuasaan, mengalihkan 
kekuatan atau mendelegasikanotoritas kepada pihak yang kurang/ 
belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah 
memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang 
kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.50 Artinya pemberdayaan, 
mentransformasikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memberi 
                                                          
48 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung : Humaniora Utama Press, 2010), 
3. 
49 Adi Fahrudin, Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat (Bandung: 
Humaniora, 2012), 16. 
50 O.S Prijono dan A.M.W. Pranarka, Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi  
(Jakarta: CSIS,1996), 77. 
































peluang berkembang. Masyarakat memiliki peluang berkembang 
karena pada dasarnya, mereka memiliki pengalaman, pengetahuan 
yang diperoleh selama berinteraksi sosial, namun untuk 
mengembangkan pengetahuan dan pengalaman menjadi kekuatan 
sendiri untuk keluar dari ketidaberdayaan perlu diberikan ruang dan 
dorongan dari luar. Pemberdayaan disimpulkan sebagai upaya atau 
proses membuka kekuatan yang dimiliki masyarakat melalui dorongan 
dari luar. 
b. Pemberdayaan dalam pembangunan 
Menurut Sumodiningrat, konsep pemberdayaan dapat 
dijelaskan sebagai berikut:51 
1) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan 
oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat 
adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi 
dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda 
perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua 
warga negara. 
2) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan 
ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam 
mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan 
ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan 
ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. 
                                                          
51 Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial (Jakarta: 
Gramedia, 1999), 56. 
































3) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari 
ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke 
ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari 
ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses 
perubahan struktur, meliputi:  
a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya;  
b) penguatan kelembagaan;  
c) penguasaan teknologi; dan  
d) pemberdayaan sumberdaya manusia. 
4) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan 
peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang 
sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, 
tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat 
antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum 
berkembang. 
5) Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah:  
a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset 
produksi (khususnya modal);  
b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi 
rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker;  
c) pelayanan pendidikan dan kesehatan;  
d) penguatan industri kecil;  
e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan  
































f) pemerataan spasial. 
6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:  
a) peningkatan akses bantuan modal usaha;  
b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan  
c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung 
langsung sosial ekonomi masyarakat lokal. 
Kegiatan-kegiatan pemberdayaan bertujuan adalah kekuasaan 
masyarakat khususnya kelompok lemah yang tidak berdaya, baik 
karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun 
karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang 
tidak adil).52 
Berkenaan dengan pemaknaan konsep 
pemberdayaanmasyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari 
pemberdayaanadalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, 
(enabling), memperkuatpotensi atau daya (empowering), terciptanya 
kemandirian (TriWinarni, 1998: 75). 
Dengan pemahaman konsep pemberdayaan di atas, 
pemberdayaan merupakan keniscayaan dalam pembangunan, terutama 
pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan 
berinti pada masayarakat merupakan tuntutan utama pembangunan, ini 
terkait dengan teori sumber daya manusia yang memandang mutu 
penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyaknya penduduk 
                                                          
52 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan  
Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2009), 68-69. 
































bukan beban suatu bangsa, bila mutunya tinggi, untuk itu 
pembangunan hakekat manusiawi hendaknya menjadi arah 
pembangunan dan perbaikan mutu sumber daya manusia akan 
menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan.53 
c. Indikator pemberdayaan 
Untuk pemberdayaan, Schuler, Hashemi dan Riley 
mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka 
sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan:54 
1) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar 
rumah atauwilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas 
medis, bioskop, rumahibadah, ke rumah tetangga. Tingkat 
mobilitas ini dianggap tinggi jikaindividu mampu pergi sendirian; 
2) Kemampuan membeli komoditas ‘kecil’: kemampuan individu 
untukmembeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari 
(beras, minyaktanah, minyak goreng, bumbu); 
3) Kemampuan membeli komoditas ‘besar’: kemampuan individu 
untukmembeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti 
membeli sepeda motor, gadget, membeli telivisi; 
4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputuan rumah tangga: 
mampumembuat keputusan secara sendiri mapun bersama 
suami/istri mengenaikeputusan-keputusan keluarga, misalnya 
                                                          
53 Anwar, Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Bandung : Alfabeta, 2007), 1. 
54 Tibyan, “Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sragen” (Tesis-- 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010), 27-28. 
































mengengai keputusan pembangunan rumah, memberikan 
sumbangan, atau memutuskan untuk memilih pekerjaan; 
5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: pernakah dilarang untuk 
bekerja di luar, dilarang untuk keluar malam, dilarang untuk 
bergaul dengan komunitas tertentu; 
6) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang 
aparatur pemerintah; seorang anggota DPRD setempat; 
namapresiden; mengetahui pentingnya memiliki KTP; 
7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang 
dianggap‘berdaya’ jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau 
bersama orang lainmelakukan protes, misalnya, terhadap suami 
yang memukul istri; istri yangmengabaikan suami dan 
keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaanbantuan sosial; 
atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawaipemerintah; 
8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki 
rumah, tanah,asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap 
memiliki poin tinggi jika iamemiliki aspek-aspek tersebut secara 
sendiri atau terpisah dari pasangannya. 
Indikator keberdayaan untuk mengukur seberapa orang atau 
masyarakat berdaya setelah mendapatkan intervensi program. Berdaya 
menunjukkan kemampuan orang untuk melaksanakan kegiatan secara 
mandiri, baik dalam mengambil keputusan, memenuhi kebutuhan diri 
sendiri maupun melakukan kegiatan secara berkelompok.  

































Menurut Balderton (dalam Adisasmita), istilah pengelolaan sama 
dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan 
mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material 
dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.55 
Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang 
berarti pulapengaturan atau pengurusan. Banyak orang yangmengartikan 
manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian,dan 
memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan 
sebagaisuatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh 
sekelompok orang untukmelakukan serangkaian kerja dalam mencapai 
tujan tertentu.56 
Selanjutnya Adisasmita mengemukakan bahwa, “Pengelolaan 
bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan 
rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara 
efektif dan efisien.”57 
Pengelolaan menurut Ranupandojo ialah pengambilan keputusan 
tentang apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan 
mengerjakannya dan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya. 
Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, yang dimaksud perencanaan 
                                                          
55 Rahardjo Adisasmita, Manajemen  Pemerintahan  Daerah, (Yogyakarta:  Graha Ilmu 
Adisasmita, 2011), 21. 
56Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 31. 
57 Ibid, 22. 
































dalam penelitian ini adalah proses persiapan secara sistematis dalam 
melaksanakan suatu kegiatan, yang diawali dengan proses pengambilan 
keputusan tentang, apa yang akan dilakukan, kapan harus dilakukan, dan 
bagaimana cara menentukan tingkat keberhasilan yang akan ditetapkan.58 
Marry Parker Follet dalam Ranupandojo mendefinisikan 
pengelolaan adalah seniatau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang 
terkait dengan pecapaiantujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, 
terdapat tiga faktor yangterlibat : 
a) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya 
manusiamaupun faktor-faktor produksi lainya. 
b) Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian,pengarahan dan pengimplementasian, hingga 
pengendalian danpengawasan. 
c) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.59 
5. Pendayagunaan Zakat  
Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara 
maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga 
berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.60Pendayagunaan zakat 
berfungsi sebagai amal ibadah dan juga sebagai konsepsosial. 
Pendayagunaan ini diharapkan akan tercipta pemahamandan kesadaran 
                                                          
58 HeidjrachmanRanupandojo, Manajemen Personalia. (Yogyakarta: BPFE, 1996), 11. 
59 Erni Tisnawati Sule, Pengantar Manajemen, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009), 6. 
60 Departemen Agama Republik Indonesia, al Qur’an dan Terjemahannya, (Kudus: Menara 
Kudus, 2006), 95-96. 
































serta membentuk sikap dan perilaku hidup individudan kelompok menuju 
kemandirian.61 
Menurut buku pedoman zakat Ditjen Bima Islam danUrusan Haji 
Departemen Agama Republika Indonesia yangdikutip oleh Mohammad 
Daud Ali ada empat sistem atau metodedalam pendayagunaan dana zakat 
yang telah terkumpul padalembaga pengelola zakat, yaitu:62 
a) Sistem konsumtif tradisional, yaitu: zakat yang dibagikan kepada para 
mustahiq untuk dimanfaatkan oleh pihak yang bersangkutan, seperti 
zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin pada akhir bulan 
ramadhan menjelang shalat idul fitri, untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, atau zakat maal (harta), yang dibagikan kepada korban 
bencana alam. 
b) Sistem konsumtif kreatif, yaitu: zakat yang dibagikan dengan bentuk 
yang lain dari barangnya yang semula, seperti diberikan dalam bentuk 
buku-buku dan alat tulis (peralatan sekolah), beasiswa bagi para 
pelajar dan mahasiswa, pembinaan keterampilan bagi para pemuda dan 
pemudi, sehingga menjadi mampu dan mandiri dalam usaha, dan lain-
lain. 
Penjelasan lainnya 
c) Sistem produktif tradisional, yaitu: zakat yang dibagikan dalam bentuk 
barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat-alat 
pertanian dan pertukangan, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. 
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62 Muhammad Daud Ali, “Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf”, 62. 
 
































Pemberian zakat dalam bentuk demikian akan dapat mendorong orang 
menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi 
fakir miskin. 
d) Sistem produktif kreatif, yaitu: zakat yang diwujudkan dalambentuk 
permodalan, baik untuk membangun sarana riil yangberbentuk bantuan 
atau penambahan modal bagi parapedagang atau pengusaha kecil. 
 
B. Penelitian Terdahulu 
Hasil penelitian terdahulu yang releven, diantaranya : 
1. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap 
PemberdayaanMustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, Mila 
Sartika(2008).63 
Penelitian ini dilakukan dengan metode regresi sederhana. Hasil 
penelitianmenunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah 
dana yangdisalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Ini berarti bahwa 
jumlah dana (zakat)yang disalurkan benar-benar mempengaruhi 
pendapatan mustahiq, dengan katalain semakin tinggi dana yang 
disalurkan maka akan semakin tinggi pulapendapatan mustahiq.  
Variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan dan 
variabelpendapatan mustahiq ditemukan besarnya pengaruh variabel 
jumlah dana (zakat)yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq sebesar 
10,2 %. yang berartisebesar 89, 8% dari pendapatan mustahiq dipengaruhi 
                                                          
63 Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq 
pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, 2008. 
































oleh faktor lain. Selain itudari hasil uji parsial yang telah dilakukan dapat 
diketahui bahwa koefisienkonstanta (b) dan koefisien variabel X (dana 
yang disalurkan) sama-samamempunyai pengaruh terhadap pendapatan 
mustahiq. 
2. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat (Studi TentangUpaya 
Bazda Kabupaten Kampar Dalam Menghimpun danMengelola)”, Hertina 
(2008).64 
Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) 
Bagaimanakesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakatnya melalui 
Bazda KabupatenKampar, (2) upaya yang telah dilakukan dalam 
menghimpun dana zakat, (3)pendistribusian zakat yang dilakukan oleh 
Bazda Kabupaten Kampar. Metodepenelitian dalam penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif.  
Hasil penelitianini mengemukakan bahwa pendistribusian zakat 
dibagi kepada 2 bentuk, yaitudibagikan kepada mustahiq yang telah ada di 
UPZ yang telah ada pada dinas danistansi ini berjumlah 62 orang. Untuk 
mustahiq yang produktif masing-masingmereka mendapatkan jumlah 
zakat yang berbeda, berkisar Rp1.500.000 hingga Rp. 3.000.000. Dana ini 
diberikan untuk membantu: Pedagang kecil dipasar, pedaganggerobak dan 
tukang becak. Untuk pembayaran zakat melalui Baz yangdikumpulkan 
melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) melalui dinas dan istansisudah 
                                                          
64 Hertina, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat (Studi Tentang Upaya Bazda 
Kabupaten Kampar Dalam Menghimpun dan Mengelola”, 2008. 
































dilaksanakan dan tingkat kesadarannya tinggi hal ini dapat 
dibuktikandengan adanya pembayaran ZIS dari setiap dinas dan instansi. 
3. “Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan”, Soekarni 
et.al. (2008).65 
Penelitian ini ditujukan kepada beberapa lembaga pengelolaan 
zakat, baik LAZ maupun BAZ. Hasil dari penelitian tersebut yang 
dilakukan dengan analisisdeskriptif menyebutkan bahwa secara umum 
penglolaan zakat yang telahdilakukan di lokasi penelitian belum mampu 
mengeurangi jumlah orang miskinsecara signifikan. Tingakt keberhasilan 
lembaga-lembaga pengelola zakat,terutama BAZIS DKI Jakarta, BAZDA 
Banjarnegara, BAZ Pekasiran dan LAZISBaitul Makmur Kepakisan, baru 
sampai pada tingkat mengurangi beban hiduporanga miskin. Kenyatan ini 
disebabkan oleh program penyaluran zakat lebihbanyak diarahkan untuk 
hal-hal yang bersifat konsumtif. Selain itu, nilai bantuanyang diberikan 
juga relatif kecil karena dana yang terkumpul masi terbatas,sedangkan 
jumlah orang yang perlu dibantu sanagt banyak.  
Sementarapengelolaan zakat oleh Dompet Dhuafa Republika dan 
Pos Keadilan Peduli Umattelah memberikan kontribusi yang cukup berarti. 
Prestasi kedua LAZ ini dicapaidengan cara mengalokasikan zakat dalam 
porsi yang relatif besar kepada paramustahiq dalam bentuk usaha-usaha 
produktif yang diikuti dengan pemberianbimbingan dan pendampingan. 
                                                          
65 Soekarmi, “Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan”, 2008. 
































Hasil penelitian Irfan Syauqi Beik Analisis Peran Zakat dalam 
Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika analisa 
menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin 
dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman 
kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan 
kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh 
penurunan nilai P1 dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I 
dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan 
kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan 
yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 
0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11.66 
Penelitian ditujukan mengetahui hubungan antara pengelolaan 
zakat dengan penanggulan kemiskinan. Pengelolaan zakat diukur dengan 
melihat perencanaan program, pengawasan kepada mustahiq, evaluasi 
program, dan pendampingan kepada mustahiq.  
Selain itu, penilitian difokuskan untuk mengetahui hubungan 
antara pemberdayaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan. Ukuran 
pemberdayaan zakat antara lain jumlah rata-rata kenaikan pendapatan 
keluarga mustahiq dan jumlah rata-rata anggota keluarga mustahiq. 
Sedangkan penanggulangan kemiskinan diukur dari tingkat keparahan 
kemiskinan dan kedalaman kemiskinan. 
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Penilitan untuk mengetahui hubungan antara pengelolaan zakat 
terhadap pendayagunaan zakat. Indikator pendayagunaan zakat antara lain 
jumlah modal kerja dan sarana produksi yang diterima mustahiq. 
Penilitian, ditujukan pula untuk mengetahui hubungan antara 
pendayagunaan zakat dengan penanggulangan kemiskinan.  



































A. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran atau mix 
methode. Menurut Creswell1: Prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis 
dan “menggabungkan” penelitian kuantitatif dan kualitatif dan metode dalam 
satu studi untuk memahami masalah. Pendeketan campuran yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sequential explanatory (urutan pembuktian). 
Metode ini menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara 
berurutan, dimana prosedur penelitian pada tahap pertama dilakukan dengan 
menggunakan metode kauntitatif dan pada tahap berikurnya dilakukan dengan 
metode kualatitatif.2 
Pada tahap pertama, metode kuantitif digunakan untuk mengetahui 
hubungan antar variabel. Adapun variabel yang dianalisa adalah variabel 
pengelolaan zakat, pemberdayaan zakat, pendayagunaan zakat dan pengentasan 
kemiskinan. Analisa data yang digunakan untuk penelitian kuantitatif 
menggunakan Structural Equation Model- Partial Least Square  (SEM-PLS). 
Pada tahap kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 
dimana setalah diketahui hasil dari pembuktian kuantitatif dilakukan 
pendalaman terhadap hubungan-hubungan antar variabel penelitian, dengan 
melihat pengalaman pelaksanaan pengelolaan program pemberdayaan ekonomi 
kota. 
                                                          
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods) (Bandung: Alfabeta, 2017), 401. 
2 Ibid, 415. 




















































Sumber: Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)” disesuaikan 
1. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 






















































































METODE KUANTITATIF METODE KUALITATIF 
































penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen 
laporanYDSF, dokumen catatan, dan data-data lain yang relevan dalam 
penelitian ini yang dikeluarkan YDSF. 
Data primer yang bersumber dari objek penelitian diperoleh 
melalui penyebaran kuisioner kepada responden, sedangkan data primer 
yang bersumber dari subjek penelitian diperoleh melalui indept interview 
dan Observasi kepada penerima pengurus dan staf YDSF serta muzaki@ 
YDSF.   
2. Objek, Populasi dan Metode Pengambilan Sampel 
Objek dan subjek penelitian tesis ini adalah di YDSF. Populasi 
penilitian adalah seluruh pengurus dan staf YDSF. Sampel penelitian 
adalah seluruh populasi penelitian. Hal itu disebabkan populasi penelitian 
ini kecil, sehingga memungkinkan untuk populasi dijadikan sampel.  
Pengambilan subjek penelitan dengan pendekatan kualitatif, 
diambil 5 informan pengurus dan staf YDSF, serta 3 orang informan 
muzaki@  YDSF.  
 
B. Defenisi Operasional, Indentifikasi Variabel 
1. Definisi operasional 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel laten 
endogen  pemberdayaan zakat (2), pengelolaan zakat (1), 
pendayagunaan zakat  (3), penanggulangan kemiskinan((3).  
































Penjelasan masing-masing variabel latent dengan variabel 
manifesnya sebagai berikut:  
a. Pemberdayaan (1), adalah penyaluran zakat yang disertai target 
merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi 
kategori muzaki@ yang mana dalam penyaluran zakat harus disertai 
dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada 
pada muzaki@.   
Di dalam penelitian ini, indikator pemberdayaan adalah : 
1) Kenaikan pendapatan mustahiq (X111), adalah kenaikan rata-rata 
pendapatan keluarga mustahiq dalam 6 (enam) bulan; 
2) Anggota keluarga mustahiq (X112), adalah jumlah anggota keluarga 
rata-rata yang ditanggung oleh mustahiq. 
b. Pengelolaan zakat (2), adalah perencanaan dan pengambilan 
keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi 
manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai 
tujuan organisasi. Di dalam penelitian ini pengelolaan, meliputi 
indikator : 
1) Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh YDSF dalam 
mempersiapkan program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan 
dalam satuan periode program (X21); 
2) Pengawasan adalah kegiatan pemantauan rutin yang dilakukan 
YDSF kepada mustahiq penerima zakat (X22); 
































3) Pendampingan adalah kegiatan pemberian asistensi, konsultasi, dan 
fasilitasi yang dilakukan YDSF kepada mustahiq penerima zakat 
(X23). 
4) Evaluasi adalah kegiatan meninjau kembali kegiatan yang telah 
dilaksanakan sekaligus memberikan masukan perbaikan pada 
program/kegiatan selanjutnya (X24); 
c. Pendayagunaan zakat (2), adalah bagaiman cara atau usaha dalam 
mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik 
Menurut M.Daud Ali.3 Pada penelitian ini indikator pendayagunaan 
adalah pendayagunaan produktif kreatif (X31). Pendayagunaan 
produktif kreatif adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk modal dan 
sarana prasarana yang dapat dipergunakan baik untuk membangun 
sebuah proyek sosial. 
d. Pengentasan kemiskinan (3), meliputi 2 indikator yaitu: 
1) Poverty Gap (kesenjangan kemiskinan) dan Income Gap 
(kesenjangan pendapatan) (Y12) adalah alat ukur yang digunakan 
untuk mengetahui dan menganalisa tingkat kedalaman kemiskinan. 
Tingkat kedalamaan dan keparahan kemiskinan diukur dengan P14 
dan P25 
2. Identifikasi Variabel 
                                                          
 
4 ___, “Perhitungan Indeks Kedalaman Kemiskinan”, dalam https://www.bps.go.id (17 Agustus 
2017). 
5___, “Perhitungan Indeks Keparahan Kemiskinan”, dalam https://www.bps.go.id (17 Agustus 
2017). 
 
































Indentifikasi variabel untuk penelitian kuantiatif seperti tabel di 
bawah ini. 
Tabel 3.1 
Variabel laten dan variabel manifes 





keluarga mustahiq (X11) 
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 Jumlah anggota 
keluarga mustahiq (X12) 
Jumlah rata-rata anggota 
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produktif kreatif (X31) 
 Jumlah Modal kerja 
dalam satuan rupiah 
(X311) 
 Sarana produksi 





















Severity Index-P2 (Y12) 
Indeks Keparahan 
Kemiskinan/Prover-ty 
Severity Index-P2 (Y12) 
Data Sekunder/BPS 
Sumber: berbagai sumber diolah 
































Model struktural dalam penelitian ini disajikan dalam gambar di 
bawah ini. 
Gambar 3.2 








Sumber: Mahfudz Sholihin, “Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0” disesuaikan 
 
 
a. Rancangan Inner models 
Rancangan inner models ini didasarkan pada hipotesa 
penelitian. Dari hipotesa tersebut didapat 5 (lima) inner model, dengan 
1 (satu) variabel eksogenous 2 (dua) variabel mediator dan 1 (satu) 
variabel endogenous. Adapun model rancangan inner models sebagai 
berikut: 
1) Model struktural hipotesa 1 (satu) 
Model struktural hipotesa 1 (satu) yaitu pengaruh variabel 
laten pemberdayaan zakat terhadap variabel laten pengentasan 
kemiskinan di Propinsi Jawa Timur. Gambar model struktural 
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Sumber: Mahfudz Sholihin, “Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0” 
disesuaikan 
 
2) Model struktural hipotesa 1 (satu) 
Model struktural hipotesa 2 (dua) yaitu pengaruh variabel 
laten pengelolaan zakat terhadap variabel latenpemberdayaan 
zakat. Gambar model struktural sebagaimana gambar3.4. 
Gambar 3.4 





Sumber: Mahfudz Sholihin, “Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0” 
disesuaikan 
 
3) Model struktural hipotesa 3 (tiga) 
Model struktural hipotesa 3 (tiga) yaitu pengaruh variabel 
latenpengelolaan zakat melalui variabel laten pemberdayaan zakat 
terhadap variabel pengentasan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur. 























































Sumber: Mahfudz Sholihin, “Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0” 
disesuaikan 
  
4) Model struktural hipotesa 4 (empat) 
Model struktural hipotesa 3 (tiga) yaitu pengaruh variabel 
laten pengelolaan zakat terhadap pendayagunaan zakat. Gambar 
model struktural sebagaimana Gambar 3.6. 
Gambar 3.6 




Sumber: Mahfudz Sholihin, “Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0” 
disesuaikan  
 
5) Model struktural hipotesa 5 (lima) 
Model struktural hipotesa 5 (lima) yaitu pengaruh variabel 
laten pendayagunaan zakat terhadap variabel laten pengentasan 
kemiskinan di Propinsi Jawa Timur. Gambar model struktural 
sebagaimana Gambar 3.7. 
Gambar 3.7 





















 Sumber: Mahfudz Sholihin, “Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0” disesuaikan 
 
































6) Model struktural hipotesa 6 (enam) 
Model struktural hipotesa 6 (enam) yaitu pengaruh variabel 
laten pengelolaan zakat melalui variabel laten pendayagunaan 
zakat terhadap variabel laten pengentasan kemiskinan di Propinsi 
Jawa Timur. Gambar model struktural sebagaimana Gambar 3.8. 
Gambar 3.8 







Sumber: Mahfudz Sholihin, “Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0” disesuaikan 
 
b. RancanganOuter Model 
Rancangan outer model merupakan penggambaran hubungan 
antara variabel laten dengan indikatornya. Berdasarkan rancangan 
inner models, terdapat 5 (lima) model rancangan outer models, dengan 
rincian sebagai berikut: 
1) Variabel laten endogen Pemberdayaan Zakat (X2). 
Variabel laten moderator Pemberdayaan Zakat (X2), 
memiliki 2 (dua) indikator, yaitu X211 adalah indikator Jumlah rata-
rata kenaikan pendapatan keluarga mustahiq; dan (X221) adalah 
Jumlah rata-rata anggota keluarga mustahiq yang mengalami 
kenaikan pendapatan. Hubungan variabel X2 dengan Indikator X211 











































Hubungan Variabel X1 dengan Indikator X111 dan X121 
 
 
Sumber: Mahfudz Sholihin, “Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0” 
disesuaikan 
 
2) Variabel laten eksogen Pengelolaan Zakat (X1). 
Variabel laten eksogenousPengelolaan Zakat (X1), memiliki 
5 (lima) indikator, yang bertipe hubungan reflektif. Indikator-
indikatornya adalah Dilaksanakannya perencanaan khusus program 
dalam satuan periode program (X111); waktu pengawasan dalam 
satuan bulan per 6 (enam) bulan (X121); Frekuensi pelaksanaan 
Evaluasi dalam satuan bulan per 6 (enam) bulan (X131); Jumlah 
tenaga pendamping satuan orang (X141); Frekuensi kehadiran 
tenaga pendamping dalam satuan kali per bulan (X142). 
Gambaran tentang hubungan variabel laten X1 dengan 
indikatornya, sebagaimana Gambar 3.10 di bawah. 
Gambar 3.10 
Hubungan Variabel X2 dengan Indikator X211, X221, X231, X241, 
X242 
 
Sumber: Mahfudz Sholihin, “Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0” 
disesuaikan 
































3) Variabel laten endogenPendayagunaan Zakat (X3). 
Variabel laten moderatorPendayagunaan Zakat (X3), 
memiliki 2 (dua) indikator, yang bertipe hubungan formatif. 
Adapun Indikator-indikatornya adalahJumlah Modal kerja dalam 
satuan rupiah (X311); dan Sarana produksi dalam satuan rupiah 
(X312).  
Gambar 3.11 
Hubungan Variabel X3 dengan Indikator X311 dan X312 
 
Sumber: Mahfudz Sholihin, “Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0” disesuaikan 
 
4) Variabel laten endogenPengentasan Kemiskinan (Y). 
Variabel laten moderatorPendayagunaan Zakat (Y), 
memiliki 2 (dua) indikator, yang bertipe hubungan formatif. 
Adapun Indikator-indikatornya adalah Jumlah pendapatan di 
bawah garis kemiskinan dalam satuan orang (Y111); Nilai 










































Hubungan Variabel Y dengan Indikator Y111 dan Y121 
 
Sumber: Mahfudz Sholihin, “Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0” disesuaikan 
 
c. Konstruksi Diagram Jalur 
Gambar 3.13 
Konstruksi Diagram Jalur 
 
 
Sumber: Mahfudz Sholihin, “Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0” disesuaikan 
d. Konversi Diagram Jalur Ke Dalam Sistem Persamaan 
1) PersamaanOuter model: 
Variabelendogen 1 (formatif): 1 = x111x111 +121x121 + 1 
Variabel laten eksogen  (reflektif): X111 = x211 + 1 
































 X121 = x221 + 1 
 X131 = x231 + 1 
  X141 = x241 + 1 
 X141 = x241 + 1 
Variabel laten endogen 2 (formatif): 2 = x311x311 +x312x312 +  2 
Variabel laten endogen 3 (formatif): 3 = y311y 311 + y 111y121 + 3 
2) Persamaaninner model 
1 = 1+1 
2 = 2+2 
3 = 11 +11 + 3 
C. Analisa Data Kuantitatif 
Anilisa data kuantatif menggunanakan SmartPLS 3 Student Version, 
dengan prosesdur dan kriteria pengujian sebagai berikut: 
1. Pengujian Outer Model 
Pengujian outer model digunakan untuk menguji validitas dan 
reliablitas hubungan antara konstruk dengan indikatornya atau variabel 
laten dengan variabel manifes. Pengujian outer model dalam penelitian ini 
dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan indikator yang digunakan, yaitu 
validitas indikator reflektif dan indikator formatif.  
a) Pengujian validitas indikator reflektif. 
Uji validitas indikator reflektif menggunakan convergent validity, 
discriminant validity dan Average Variance Extracted (AVE). 
































1) Convergent Validity,  
Pengujian validitas indikator/uji validitas konvergen. Hasil 
uji dianggap valid apabila nilai loading/indikator  nilanya > 0,5 
dengan tidak melihat tanda + (plus) / - (minus). 
2) Discriminant Validity. 
Pengujian dengan melihat nilai ini merupakan nilai cross 
loading faktor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk 
memiliki diskriminan memadai atau tidak. Kriteri pengkurunnya 
dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang 
ditujuharus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan 
konstruk yang lain.  
3) Average Variance Extracted (AVE) 
AVE untuk mengukur variabel laten apakah telah mewakili 
indikator-indikator dan bloknya. Kriteria pengkuran validitasnya 
adalah apabila nilai AVE lebih besar dari 0,5 maka dinyatakan 
valid.  
Pengujian validitas, digunakan juga sebagai prosedur untuk 
menghilangkan/drop indikator reflektif yang tidak relevan dengan melihat 
nilai outer loading. Skema prosedur relevansinya ditunjukkan pada 








































Pengujian Relevansi Outer Loading Factor 
 
Sumber: Mahfudz Sholihin, “Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0” disesuaikan  
 
Nilai outer loading indikator formatif dengan ketentuan:  
Nilai loading < 0,40 maka indikator reflektif akan dihapus. Nilai 
loading lebih besar 0,40 namun kurang dari 0,70 maka akan dilakukan 
prosedur analisa dampak dihapuskannya indikator reflektif. Apabila AVE 
dan compoite reliability meningkat di atas batasan maka indikator reflektif 
akan dihapus, namun apabila penghapusan indikator reflektif tidak 
berpengaruh kepada peningkatan AVE dan composite reliability maka 
indikator reflektif tidak dihapus. 
b) Pengujian validitas indikator formatif  
Pengujian validitas indikator formatif menggunakan 
Significance of weights dan  uji VIP (Collinearity Statistic).  
 
































1) Significance of weights 
Pengujian significance of weights, sebagai prosedur untuk 
menghilangkan/drop indikator formatif yang tidak relevan dengan 
melihat nilai outer weights. Skema prosedur relevansinya 
ditunjukkan pada gambar 3.15 di bawah ini. 
Gambar 3.15 
Prosedur Mempertahankan atau menghapus Indikator 
Formatif Hair dkk dalam Mahfudz6 
 
Sumber: Mahfudz Sholihin, “Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0” 
disesuaikan 
 
Kriteria pengujian Significance of weights dengan prosedur 
membandingkan antara nilai p dengan standart. Kriteria pengujian 
indikator dinyatakan valid dan signifikan, apabila nilai p kurang 
                                                          
6 Mahfudz Sholihin dan Dwi Ratmono,Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0 untuk 
Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 
2013), 71. 
































dari 0,05. Nilai outer weight memenuhi kriteria maka akan 
dilanjutkan dengan intepretasi nilai absolut weight dan pengujian 
struktural. Namun, apabila outer weight tidak signifikan maka 
digunakan uji outer loading. Kriterianya uji outer loading, nilai 
outer loading lebih besar 0,50 maka indikator formatif 
dipertahankan, namun apabila nilai outer loading kurang dari 
0,50maka akan dilakukan prosedur pengujian signifikansi outer 
loading. Kriteria pengujian siginifikansi,apabila nilai loading 
kurang dari 0,50 dan tidak signifikan, maka indikator formatif 
akan dihapus. Jika nilai loading kurang dari dari 0,5 dan 
signifikan maka akan dipertimbangkan untuk menghapus indikator 
formatif. 
2) Variance Inflation Factor (VIP). 
. Uji multicolliniearity digunakan untuk mengetahui hubungan 
antar indikator, apakah indikator formatif mengalami 
multicolliniearity atau tidak. Kriteria ujianya  jika nilai VIF antara 
5 - 10 indikator tersebut mengalami multicolliniearity. Pengujian 
multicollinearity dapat pula menggunakan kirteria nilai VIF kurang 
dari 3,33 sebagaimana Kock dalam Mahfud, jika nilai VIF kurang 
dari 3,33 maka model tidak mengalami multikolinieritas.7 
 
 
                                                          
7 Mahfudz Sholihin dan Dwi Ratmono, Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0 untuk 
Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis, 70. 
































c) Uji reliabilitas 
Pengujian terakhir untuk outer models adalah menguji 
reliabilitas dari konstruk. Pengujian reliabilitas pada indikator 
reflektif dan formatif sama yaitu menggunakan 2 (dua) alat uji 
Composite Reliability dan Cronbach Alpha. 
1) Composite Reliability 
Composite reliability digunakan untuk mengetahui 
reliabilitas indikator terhadap konstruk. Pengujian dengan 
prosedur membandingkan antara nilai composite reliability 
dengan nilai pembanding= 0,7. Dinyatakan reliabel apabila 
nilai perhitungan composite reliability> 0,7. 
2) Cronbach Alpha 
Cronbach Alpha merupakan ukuran untuk menilai 
reliablitas instrumen . Prosedur pengujian dengan membandingan 
nilai Cronbach’sAlpha dengan nilai syarat8. Dinyatakan reliabel 
jika nilai Cronbach’s Alpha> 0,6.9 
2. Pengujian Inner model 
Sedangkan analisa inner model/analisa struktural model dilakukan 
untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun robust dan 
akurat. 
 
                                                          
8 Mahfudz Sholihin dan Dwi Ratmono, Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0 untuk 
Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis, 73. 
9 Jonathan Sarwono dan Umi Narimawati,  Membuat Skripsi, Tesis, dan Disertasi dengan 
Partial Least Square SEM (PLS-SEM); (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), 23. 
































a) Koefisien Determinasi (R2) 
Dalam menilai model struktural dapat dilihat dari nilai R2 untuk 
setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model 
struktural. Nilai R2 merupakan uji goodness fit model. Kriteria penilaian 
R2= 0,67 adalah kuat; R2= 0,33 adalah moderat, dan R2=0,19 adalah 
lemah,  semakin besar nilai R2.10 Semakin besar kemampuan variabel 
independen dapat menjelaskan  variabel dependen, dengan demikian 
persamaan struktural semakin baik. 
b) Predective Relevance (Q2) 
Perhitungan Kebaikan model untuk menilai model struktural 
dengan PLS dengan cara melihat Q2 setiap variabel laten endogen 
sebagai kekuatan prediksi dari model struktural11.Nilai Q2 merupakan 
uji goodness fit model, dirumuskan Q2 = 1- [(1-R12) (1-R22)....(Rn2)...12 
Kriteria goodness of fit index menyatakan model struktural menuhi 
syarat apabila nilai Q2>0, artinya nilai-nilai yang telah diobservasi 




                                                          
10 Jonathan Sarwono dan Umi Narimawati,  Membuat Skripsi, Tesis, dan Disertasi dengan 
Partial Least Square SEM (PLS-SEM) (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), 23. 
11 Mahfudz Sholihin dan Dwi Ratmono, Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0 untuk 
Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis, 71. 
12 Ananda Sabil Hussein, Modul Ajar Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial 
Least Squares (PLS) dengan smartPLS 3.0 (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), 25. 
13 Jonathan Sarwono dan Umi Narimawati,  Membuat Skripsi, Tesis, dan Disertasi dengan 
Partial Least Square SEM (PLS-SEM), 24. 
































c) Goodness of Fit Index (GoF) 
Penilaian Goodness of Fit (GoF), dengan cara membandingkan 
nilai GoF dengan syarat angka standar. Menurut Tenenhau, nilai standar 
GoF ada 4 (empat) yaitu GoF = 0,1 kategori small, GoF = 0,25 kategori 
medium dan GoF = 0,38 kategori besar.14 
Perhitungan GoF pada PLS-SEM menggunakan rumus√ AVE 𝑥 R2. 
3. Pengujian hipotesis 
Prosedur pengujian hipotesis dengan cara membandingkan antara 
nilai t-statistik dan nilai probabilitas pada α (alpha)= 5%. Nila t-α pada DF 
5%= 1,96. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesa adalah sebagai 
berikut:  
1) H1diterima dan H0ditolak, jika t-statistik > 1,96, 
2) H1ditolak dan H0diterima, jika t-statistik < 1,96. 
 
D. Analisa Data Kualitatif 
Analisis data kualitatif ini menggunakan analisis interaktif (Miles 
danHuberman, 1984). Dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya 
yaitu reduksidata, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verivikasi, 
aktivitasnya dilakukandalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan 
data sebagai suatu proses yangberlanjut, berulang, dan terus-menerus hingga 
membentuk sebuah siklus. Secaraskematis proses analisis interaktif ini dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
                                                          
14 Ananda Sabil Hussein, Modul Ajar Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial 
Least Squares (PLS) dengan smartPLS 3.0, 25. 







































Sumber: Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)” disesuaikan  
 
Pengumpulan data diawali dengan observasi, hasil observasi dicatat 
dalam bentuk catatan lapangan. Catatan lapangan yang dihasilkan dibagi 
dalam dua bentuk yaitu bagian yaitu catatan lapangan deskriptif dan catatan 
lapangan reflektif.  
Penulisan catatan deskriptif, peniliti menuliskan semua pengalaman 
“asli” berdasarkan fenomena yang ditangkap tanpa ada penafsiran. Catatan 
yang dituliskan merupakan hasil yang ditemukan melalui penglihatan, 
pendengaran, dan kesaksian. Sedangkan penulisan catatan reflektif, peniliti 
menuliskan kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan 
yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap 
berikutnya 
Hasil catatan lapangan, kemudian dikelompokkan. Hasil 
pengelompokkan dilakukan reduksi, dengan cara memilih dan memilah, serta 
menelaah secara mendalam. Hasilnya berupa data-data yang relevan dan 
penting untuk menjawab pertanyaan penilitian, maupun temuan baru yang 
                                                          












































menunjang topik penelitian. Hasil dari telaah kemudian disederhanakan dan disusun 
secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan 
maknanya. Hasil reduksi data disajikan dalam bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, 
grafik dan tabel. Data yang disajikan dinarasikan untuk menggambarkan keadaan 
yang terjadi. Data yang telah disajikan dalam bentuk narasi maupun grafik, gambar, 
dan tabel selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan sementara.  
Kesimpulan sementara yang telah diambil, lalu dikonfirmasi, diperdalam, 
dan diperluas dengan melakukan pengumpulan data kembali melalui wawancara 
mendalam. Data yang didapat dari wawancara mendalam lalu direduksi sebagaimana 
prosedur reduksi sebelumnya. Hasil reduksi data disajikan kembali dalam bentuk 
tulisan, gambar, dan grafik. serta memberikan penjelasan-penjelasan dalam bentuk 
narasi. Langkat berikutnya, menarik kesimpulan sementara penilitian. Langkah 
terakhir dalam analisa inetaraktif melakukan konfirmasi dan memperluas serta 
memperdalam data menggunakan pembacaan dokumen-dokumen yang terbitkan 
oleh YDSF. Dokumen-dokumen yang dimaksud berupa laporan tahunan, buletin, 
atau dokumen lainnya yang relevan. Hasil pengumpulan data direduksi ulang untuk 
memperoleh data-data yang relevan mampu menjelaskan, menjawab pertanyaan 
penelitian dan temuan baru penilitan yang benar-benar sahih. Hasil reduksi data 
disajikan ulang. Penyajian ulang dalam bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik 
dan tabel. Data yang disajikan dinarasikan untuk menggambarkan keadaan yang 
terjadi. Data yang telah disajikan dalam bentuk narasi maupun grafik, gambar, dan 
tabel selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan akhir penelitian. 
 




































HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Profil Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) 
1. Latar belakang  
Yayasan Dana Sosial Al Falah lalu disingkat YDSF didirikan di 
Surabaya pada tanggal 1 Maret 1987. YDSF memilik cabang di 25 
propinsi di Indonesia. Paradigma prestasi YDSF sebagai lembaga 
pendayagunaan dana yang amanah dan profesional, menjadikannya 
sebagai lembaga pengelola zakat, infāq1, dan s}odaqoh2 (ZIS) terpercaya di 
Indonesia. YDSF berada beralamat di Jalan Graha Zakat, Jalan Kertajaya 
No.VIII-C/7 Surabaya 60282. 
2. Visi  
VISI YDSF adalah sebagai lembaga sosial yang benar-benar 
amanah serta mampu berperan serta secara aktif dalam mengangkat derajat 
dan martabat umat islam. 
3. Misi  
Misi, YDSF adalah mengumpulkan dana masyarakat atau umat 
baik dalam bentuk zakat, infāq, s}odaqoh, maupun lainya dan 
menyalurkannya dengan amanah. Serta secara efektif dan efisien untuk 
                                                          
1 Infāq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan sseorang, setiap kali ia memperolah rezeki, 
sebanyak yang dikehndakinya sendiri. 
 Lengkap lihat: Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarat: 
Universitas Indonesia Press, 2012), 23. 
2 S.odaqoh pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama 
kepada orang-orang miskin. 
 Lengkap lihat: Ibid, 23. 



































kegiatan–kegiatan: meningkatkan kualitas sekolah-sekolah islam; 
Menyantuni dan memberdayakan anak yatim, miskin, dan terlantar; 
Memberdayakan operasional dan fisik masjid, serta memakmurkanya; 
Membantu usaha-usaha dakwah dengan memperkuat peranan para dai, 
khususnya yang berada di pedesaan atau terpencil; Memberikan bantuan 
kemanusiaan bagi anggota masyarakat yang mengalami musibah. 
4. Legalitas 
Tercatat sebagai Lembaga Keagamaan berdasar Akta Notaris 
Abdurraaq Ashiblie, SH No. 31 tanggal 14 Apri 1987. Mendapatkan 
persetujuan sebagai Lembaga Keagamaan dari Menteri Agama Republik 
Indonesia No. B.IV/02/HK.03/6276/1989. Pengukuhan Yayasan sebagai 
Lembaga Amil Zakat melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik 
Indonesia No. 523 tanggal 10 Desember 2001. 
5. Susunan Pengurus 
a. Pembina 
Ketua  : Prof. Mahmud Zaki MSc. 
Anggota  : Prof. DR. H. Moh Nuh 
H. Moh. Farid Jahja 
Fauzi Salim Martak 
b. Pengawas 
Drs. HM. Taufik AB 
Drs. Sugeng Praptoyo, Ak, MM, MH  
Ir. H. Abdul Ghaffar AS 
 




































Ketua   : Ir. H. Abdul Kadir Baraja 
Sekretaris   : Shakib Abdullah 
Bendahara  : H. Aun Bin Abdullah Baroh 
Direktur   : Jauhari Sani 
d. Dewan Shariah 
Ketua   : Drs H.M Taufiq A. B 
Anggota   : Dr. H. Zainuddin MZ, LC, MA 
Isa Saleh Kuddeh, M. Pd. I. 
6. Program-program YDSF:  
a) Pendidikan.  
1) Bantuan Fisik Pendidikan: Subsidi Operasional dan Bantuan Fisik 
Sarana Sekolah Islam; Subsidi Operasional dan Bantuan Fisik 
Sarana Pondok Pesantren; Subsidi Operasional dan Bantuan Fisik 
Sarana lembaga pendidikan nonormal. 
2) Pena (Peduli Anak) Bangsa: Beasiswa Pendidikan; Back To School 
(Paket Perlengkapan Sekolah). 
3) Pembinaan Guru Islam: pelatihan Bidang Studi bagi Guru SD/MI; 
Diklat 1 thn Guru SD (mitra kerja: Kualita Pendidikan Indonesia 
(KPI);Diklat Guru Taman Kanak-kanak (TK) Islam (mitra kerja: 
Yayasan Nurul Falah); Pelatihan Smart Teaching (Pembinaan 
guru/relawan Pena Bangsa). 



































4) Pembinaan SDM Strategis: Diklat Mahasiswa Medis Beasiswa dan 
Pembinaan Asrama Fakultas Kedokteran dan Kesehatan;Diklat 
Mahasiswa IPTEKBeasiswa dan Pembinaan Asrama Mahasiswa 
Teknik;Diklat Mahasiswa Keguruan Beasiswa dan Pembinaan 
Asrama Mahasiswa Calon Guru; Diklat Mahasiswa Umum 
Beasiswa dan Pembinaan Asrama Mahasiswa Umum;Pembinaan 
anak asuh dan wali murid Pena Bangsa. 
5) Kampung Al Quran: Sertifikasi dan pelatihan guru Al Quran; 
Kursus baca tulis Al Quran khusus untuk donatur. 
b) Yatim. 
1) Pemberdayaan Keluarga Yatim: Bantuan fisik rumah yatim dan 
bedah rumah keluarga yatim; Beasiswa Yatim nonpanti beasiswa 
dan bantuan pendidikan; Pelatihan/Kursus Anak Pembekalan 
ketrampilan, profesi, dan bantuan modal usaha; Pelatihan/Kursus 
Wali Yatim Pembekalan ketrampilan, profesi, dan bantuan modal 
usaha. 
2) Pembinaan Panti Yatim: bantuan fisik panti anak yatim Bantuan 
fisik, sarana prasarana, operasional, dan bedah panti; Panti yatim 
segmen usia Bantuan pengelolaan panti segmen usia; Beasiswa 
Anak Panti Beasiswa SD-SMA siswa yang tinggal dan disantuni 
panti; Pelatihan Pengasuh Pelatihan dan pendampingan 
pengasuhan dan pemberdayaan ekonomi. 
 




































1) Dakwah Perkotaan: Bantuan Kegiatan dan dana pelatihan dakwah 
dan operasional lembaga dakwah; Layanan Ceramah umum, 
Khutbah, Ceramah Radio, Tarawih dan Ramadhan: Konsultasi 
shariah dan keluarga via Telepon, SMS, Email, Surat dan Tatap 
Muka: Islamic short course/kursus islam singkat, reguler dan 
tematik; Pembinaan dan diklat dai/imam masjid; Pembinaan Napi 
Tahanan Medaeng (taklim dan pelatihan); Wakaf Al Quran 
Distribusi Al Quran dan terjemah standard dan braille;  
2) Dakwah Pedesaan: syiar dakwah pedesaan majelis taklim desa dan 
tabligh; Kerjasama dakwah pedesaan dan subsidi dana operasional 
untuk guru tugas Ponpes Sidogiri dan guru Al Quran Baitul Quran 
Gontor; Pelatihan dakwah pembinaan untuk jamaah desa dan 
bantuan kepada lembaga dakwah desa; Upgrading dai pelatihan dai 
tematik (bulanan). 
d) Masjid 
1) Bantuan Fisik Dana Subsidi pembangunan fisik masjid/mushalla  
2) Pemakmuran Masjid: Diklat imam masjid dan penempatan; Up 
grading imam masjid;  Pelatihan Manajemen Masjid bagi Imam 
dan takmir masjid jejaring YDSF; Optimalisasi Fungsi Masjid 
bekerja sama dengan Yayasan Masjid Al Falah dalam kegiatan 
dakwah, dana operasional untuk majelis taklim imam masjid dan 
masjid-masjid mitra YDSF. 




































1) Program Desa Mandiri dan Program Ekonomi Desa: Peningkatan 
kualitas SDM kader desa binaan Bantuan pendidikan, kesehatan, 
dan pelatihan; Bantuan peningkatan ekonomi warga (bantuan 
modal usaha); Bantuan peningkatan kualitas lingkungan sanitasi, 
reboisasi, dan irigasi); Bantuan fasilitas umum tempat ibadah, 
MCK dan penerangan, komunikasi. 
2) Pemberdayaan Ekonomi Kota dan Desa: Bantuan modal usaha 
Kelompok Usaha Mandiri (KUM); Pelatihan keterampilan usaha 
dan jejaring bisnis. 
3) Tanggap Bencana: Bantuan bencana secara responsif; Rehabilitasi 
bantuan pasca bencana di segala bidang (dakwah, pendidikan, 
ekonomi dan sarana). 
4) Layanan Klinik Sosial: Layanan kesehatan pasien dhuafa (subsidi 
pasien dan klinik mitra); Layanan kesehatan keliling pedesaan dan 
layanan  operasi gratis. 
5) Semarak Ramadhan: Pembagian takjil dan paket buka puasa 
(warga binaan dan tempat umun [RS, stasiun, terminal]); 
Pemberian parcel untuk dhuafa. 
6) SaTe (Salur-Tebar) Hewan Qurban. 
7) Zakat. 
8) Fakir/Miskin: Santunan pendidikan; Santunan Biaya Kesehatan; 
Biaya hidup/modal usaha janda dan lansia; Bantuan pendidikan 



































anak desa; Mukafaah/tunjangan hari raya guru desa (swasta) dan 
madrasah/TPQ. 
9) Santunan al Ghori@min. 
10) Fi Sabilillah: Mukafaah/honor guru sekolah Islam; Mukafaah Guru 
Al Quran; Mukafaah dai desa dan kota; Mukafaah Relawan 
dakwah  
11) Santunan Muallaf 
12) Santunan al Ibnu al Sabi@l 
 
B. Analisis Data Kuantitatif 
1. Menilai Outer model 
Analisa Outer model menspesifikasi hubungan antar variabel laten 
dengan indikator-indikatornya. Outer model digunakan untuk menjelaskan 
bagaimana hubungan antara indikator dengan antara variabel laten. Outer 
model menggunakan 2 (dua) jenis uji yaitu: Uji validitas dan reliabilitas. 
Pengujian validitas terbagi dalam 2 (dua) uji yaitu uji validitas indikator 
reflektif dan uji validitas indikator formatif.  
a. Uji Validitas  
1) Indikator reflektif 
Uji validitas indikator reflektif menggunakan 3 (tiga) uji yaitu 
convergent validity, Discriminant validity dan Average Variance 
Extracted (AVE). Hasil pengujian pada penelitian ini sebagai 
berikut: 



































a) Convergent Validity.  
Pengjuian validitas konvergen atau convergent validity 
menggunakan kriteria nilai loading setiap indikator > 0,5 maka 
indikator variabel dinyatakan valid dengan mengabaikan tanda 
+ (plus) atau - (minus), artinya tanda plus (+) ataupun minus (-) 
tidak mempengaruhi validitas pengujian. 
Tabel 4.1 
Nilai Outer Loading 
 
Variabel Indikator Outer Loadings 





Sumber: Perhitungan Smart PLS 3.0 Student Version 
 
Menggunakan software Smart PLS 3.0 Student Version 
dihasilkan nilai outer loadings pada tabel 4.1 di atas. Prosedur 
penilaiannya dengan cara membandingkan loading dengan 
standar. Kriteria dinyatakan valid apabila loading lebih besar 
0,500. Mengacu pada tabel 4.1 dan kriteria pengujian, didapat 
hasil nilai loading indikator X211= 0,827 lebih besar 0,500; 
sehingga indikator X211 valid. Artinya indikator X211 
(dilaksanakannya perencanaan khusus program) berpengaruh 
terhadap variabel laten X2 (pengelolaan zakat). 
Nilai indikator X221 terhadap variabel laten X1 sebesar 
0,859. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria pengujian, yaitu 
nilai loading X221=0,859 lebih besar dari 0,500 sehingga 



































indikator tersebut valid dan memiliki pengaruh terhadap 
variabel laten X2, artinya indikator X221 (waktu pengawasan) 
berpengaruh terhadap pengelolaan zakat. 
Nilai indikator X231 terhadap variabel laten X2 sebesar 
0,825. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria pengujian, yaitu 
nilai loading X221=0,825 lebih besar dari 0,500 sehingga 
indikator tersebut valid dan memiliki pengaruh  indikator 
terhadap variabel laten X1, artinya indikator X221 (frekuensi 
pelaksanaan evaluasi) berpengaruh terhadap variabel laten X2 
(pengelolaan zakat). 
Nilai indikator X241 terhadap variabel laten X2 sebesar 
0,834. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria pengujian, yaitu 
nilai loading X241=0,834 lebih besar dari 0,5 sehingga indikator 
tersebut valid dan memiliki pengaruh  indikator terhadap 
variabel laten X1, artinya indikator X241 (jumlah tenaga 
pendamping) berpengaruh terhadap variabel laten X2 
(pengelolaan zakat). 
Nilai indikator X242 terhadap variabel laten X2 sebesar 
0,818. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria pengujian, yaitu 
nilai loading X242=0,818 lebih besar dari 0,500 sehingga 
indikator tersebut valid dan memiliki pengaruh terhadap 
indikator terhadap variabel laten X1,Artinya indikator X242 



































(frekuensi kehadiran tenaga pendamping) berpengaruh terhadap 
variabel laten X2 (pengelolaan zakat). 
Gambar 4.1 








Sumber: Smart PLS 3.0 Student Version 
 
b) Discriminant validity 
Discriminant validity adalah nilai cross loading faktor 
yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki 
diskriminan yang memadai. Prosedurnya dengan cara 
membandingkan nilai cross loading pada konstruk yang dituju 
(di dalam blok) dengan nilai loading konstruk yang lain (di luar 
blok). Kriteria validitas, dinyatakan valid apabila nilai cross 
loading yang dituju lebih besar dari nilai loading konstruk yang 

























































X111 1,000 -0,833 0,764 -0,963 
X121 0,840 -0,710 0,629 -0,801 
X211 -0,818 0,820 -0,720 0,825 
X221 -0,739 0,859 -0,768 0,687 
X231 -0,502 0,832 -0,820 0,479 
X241 -0,695 0,840 -0,854 0,654 
Y242 -0,694 0,814 -0,741 0,751 
X311 0,671 -0,747 0,854 0,705 
X321 0,713 -0,925 0,947 -0,660 
Y111 -0,863 0,702 -0,595 0,895 
Y112 -0,939 0,816 -0,759 0,975 
Sumber: Smart PLS 3.0 Student Version 
 
Nilai cross loading indikator X111 terhadap X1 sebesar 
1,000; nilai cross loading X121 terhadap X1 sebesar 0,840 lebih 
besar nilai cross loading X111 terhadap X2 sebesar -0,833; nilai 
cross loading X121 terhadap X2 sebesar -.0710. Artinya 
indikator X111 (jumlah rata-rata kenaikan pendapatan keluarga 
mustahiq/fakir miskin) dan indikator X121 (jumlah rata-rata 
anggota keluarga mustahiq/fakir miskin yang mengalami 
kenaikan pendapatan) valid dan dapat menjelaskan serta 
mengukur variabel laten Pemberayaan Zakat (X1). 
Nilai cross loading indikator X211 terhadap X2 sebesar 
0,820; nilai cross loading X221 terhadap X2 sebesar 0,859; Nilai 
cross loading X231 terhadap X2sebesar 0,832; Nilai cross 
loading X241 terhadap X2 sebesar 0,840; nilai cross loading 



































indikator X242 terhadap X2 sebesar 0,814 lebih besar Nilai 
cross loading indikator X211 terhadap X3 sebesar -0,720; nilai 
cross loading X221 terhadap X3 sebesar -0,768; Nilai cross 
loading X231 terhadap X3 sebesar -0,820; Nilai cross loading 
X241 terhadap X3 sebesar -0,865; nilai cross loading indikator 
X242 terhadap X3 sebesar -0,741. Artinya indikator X211 
(dilaksanakannya perencanaan khusus program), X221 (waktu 
pengawasan), X231 (frekuensi pelaksanaan Evaluasi), 
X241(jumlah tenaga pendamping), dan X242 (frekuensi 
kehadiran tenaga pendamping) valid dan dapat menjelaskan 
serta mengukur variabel laten Pengelolaan Zakat (X2). 
Nilai cross loadingindikator X311 terhadap X3 sebesar 
0,854; Nilai cross loading X312 terhadap X3 sebesar 0,947 lebih 
besarNilai cross loading indikator X311 terhadap X3 sebesar -
0,925; nilai cross loading X312 terhadap X3sebesar 0,702. 
Artinya indikator X311 (Jumlah Modal kerja), indikator X312 
(sarana produksi)valid dan dapat menjelaskan serta mengukur 
variabel laten X3 (Pendayagunaan Zakat). 
Nilai cross loading indikator Y111 terhadap Y sebesar 
0,895; Nilai cross loading X312 terhadap Y sebesar 0,975 lebih 
besardari Nilai cross loading indikator Y311 terhadap X3 
sebesar -0,595; nilai cross loading Y312 terhadap X3 sebesar -
0,759. Artinya indikator Y111 (Indeks Kedalaman 



































Kemiskinan/Poverty Gap Index-P1), Y112 (Indeks Keparahan 
Kemiskinan/Proverty Severity Index-P2valid dan dapat 
menjelaskan serta mengukur variabel laten X3 (Pendayagunaan 
Zakat). 
c) Average Variance Extracted (AVE). 
Uji validatas Average Variance Extracted (AVE)dengan 
kriteria nilaiAVE yang diharapkan >0,5.  Dari pertihungan didapat 
nilai AVE sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :  
Tabel 4.3 
Nilai Average Variance Extracted (AVE) 
Variabel Average Variance Extracted (AVE) 
Pengelolaan Zakat (X2) 0,694 
Sumber: Perhitungan Smart PLS 3.0 versi Student  
 
Nilai AVE X1 (Pengelolaan Zakat)= 0,694 lebih besar 0,5. 
Artinya variabel Pengelolaan Zakat valid. 
2) Indikator Formatif 
Pengujian validitas indikator formatif menggunakan 2 (prosedur 
pengujian), yaitu pengujian Significance of weights dan Multicolliniyarity 
a) Significance of weights 
Pengujian Significance of weights dengan prosedur 
membandingkan antara nilai loading dengan standart. Kriteria 


























































X111 0,965   
X121 0,042   
X311  0,418  
X312  0,678  
Y111   0,350 
Y112   0,704 
Sumber: Perhitungan Smart PLS 3.0 
 
Mengacu pada tabel 4.4 di atas dapat diketahui, nilai outer 
weight X111= 0,945 lebih besar dari 0,500 . Nilai XX terhadap X1 
1) Outer loading variabel laten X1 dengan 2 (dua) indikator. 
Nilai indikator X111 terhadap variabel laten X1 
sebesar 1,000. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria 
pengujian, yaitu nilai loading X111=0,951 lebih besar dari 
0,5 sehingga indikator tersebut valid dan memiliki 
pengaruh terhadap variabel laten X1, artinya indikator 
jumlah rata-rata kenaikan pendapatan keluarga 
mustahiq/fakir miskin berpengaruh terhadap pemberdayaan 
zakat. 
Nilai indikator X121 terhadap variabel laten X1 
sebesar 0,839. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria 
pengujian, yaitu nilai loading X121=0,839 lebih besar dari 
0,5 sehingga indikator tersebut valid dan memiliki 
pengaruh terhadap variabel laten X1, artinya indikator 



































jumlah rata-rata anggota keluarga mustahiq/fakir miskin 
yang mengalami kenaikan pendapatan  berpengaruh 
terhadap pemberdayaan zakat.  
2) Outer loading variabel laten X3 dengan 3 indikator/variabel 
manifes 
Nilai indikator X311 terhadap variabel laten X3 
sebesar 0,857. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria 
pengujian, yaitu nilai loading X311=0,857 lebih besar dari 
0,5 sehingga indikator tersebut valid dan memiliki 
pengaruh  indikator terhadap variabel laten X3, artinya 
indikator jumlah modal kerja berpengaruh terhadap 
pendayagunaan zakat produktif kreatif. 
Nilai indikator X312 terhadap variabel laten X3 
sebesar 0,945. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria 
pengujian, yaitu nilai loading X312=0,945 lebih besar dari 
0,5 sehingga indikator tersebut valid dan memiliki 
pengaruh  indikator terhadap variabel laten X3, artinya 
indikator sarana produksi berpengaruh terhadap 
pendayagunaan zakat produktif kreatif. 
3) Outer loading variabel laten Y1 dengan  2 (dua) 
indikator/variabel manifes 
Nilai indikator Y111 terhadap variabel laten Y1 
sebesar 0,857. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria 



































pengujian, yaitu nilai loading Y111=0,857 lebih besar dari 
0,5 sehingga indikator tersebut valid dan memiliki 
pengaruh  indikator terhadap variabel laten Y1, artinya 
indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gap 
Index-P1 mengukur dengan benar dan tepat 
penanggulangan kemiskinan. 
Nilai indikator Y121 terhadap variabel laten Y1 
sebesar 0,945. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria 
pengujian, yaitu nilai loading Y121=0,945 lebih besar dari 
0,5 sehingga indikator tersebut valid dan memiliki 
pengaruh  indikator terhadap variabel laten Y1,artinya 
indikator Indeks Keparahan Kemiskinan/Proverty Severity 
Index-P2 mengukur dengan benar dan tepat 
penanggulangan kemiskinan. 
b) Variance Inflation Factor (VIP) 
Nilai VIF digunakan untuk menguji hubungan antar 
indikator, apakah indikator formatif mengalami 
multicolliniyarity atau tidak. Kriteria pengujian nilai VIF antara 
5 - 10 indikator tersebut mengalami multicolliniyarity. 
Pengujian multikolinieritas dapat pula menggunakan kriteria 








































Collinyarity Statisic (VIF) 
Variabel Indikator VIP 
X1 (Pemberdayaan Zakat)  X111 3,169 
X121 3,169 






Sumber: Perhitungan Smart PLS 3.0 Student Version  
 
Hasil pengujian VIF menggunakan SmartPLS 3 Student 
Version, sebagaimana tabel 4.5 di atas, bahwa nilai indikator 
formatif X111, X121, X311, X112, Y111, Y112 nilainya di luar 5 – 10 
atau kurang dari 3,3. Artinya tidak terjadi multikoliner antar 
indikator, sehingga seluruh indikator valid. 
b. Uji reliabilitas 
Pengujian reliabilitas indikator reflektif dan formatif 
menggunakan uji CompositeReliability dan Cronbach Alpha. 
1) Composite Reliability 
Composite reliabilitydigunakan untuk mengetahui ryabilitas 
pengukuran indikator terhadap konstruk. Uji ini dengan cara 
membandingkan antara nilai composite reliability dengan nilai 
pembanding= 0,7. Kriteria pengujian, reliabel apabila nilai 
perhituhangan composite reliability> 0,7. Menggunakan Smart 
PLS 3 Studentversion didapat nilai composite reliability, 
sebagaimana tabel 4.6 berikut: 
 
 





































Nilai Composite Reliability 
Variabel (Construct Reliability and Validity) Composite Reliability  
X2 (Pengelolaan Zakat)  0,919 
Sumber: Perhitungan Smart PLS 3.0 
 
Nilai Composite reliability Variabel Y (Penanggulangan 
Kemiskinan)= 0,919> 0,7.  Jadi seluruh variabel memiliki nilai 
lebih besar 0,7, maka indikator setiap konstruk variabel reliabel.  
2) Cronbach Alpha 
Uji reliabilitas dengan menggunakan Cronbach Alpha 
untuk memperkuat uji ryalibilitas, digunakan uji ini. Kriteria 
pengujian dengan nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. Menggunakan 
sofware Smart PLS 3 Student Version, didapatkannilai untuk 
semua konstruk> 0,6. Lebih lengkapnya pada tabel 4.7 di bawah 
ini. 
Tabel 4.7 
Nilai Cronbach’s Alpha 
 
Variabel (Construct Reliability 
and Validity) 
Cronbach’s Alpha 
Pengelolaan Zakat (X2) 0,890 
Sumber: Perhitungan Smart PLS 3.0 
Nilai X1 (Pengelolaan Zakat)= 0,890> 0,6, artinya variabel 
X1 (Pengelolaan Zakat) reliabel. 
2. Inner model 
Sedangkan analisa inner model/analisa struktural model dilakukan 
untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun robust dan 



































akurat. Evaluasi inner model dapat dilihat dari beberapa indikator yang 
meliputi: 
a. Koefisien Determinasi (R-Squares/R2) 
Nilai R2 merupakan uji goodness fit model. Prosedur pengujian 
koefisien determinasi dengan cara membandingkan antara nilai R2 
hitung bootstrapping dengan nilai standar. Katetori penilaian adalah 
R2= 0,67 adalah substansial; R2= 0,33 adalah moderat, dan R2=0,19 
adalah lemah, dan nilai R2> 0,7 kategori kuat3 semakin besar nilai R2, 
maka semakin besar kemampuan variabel independen dapat 
menjelaskan variabel dependen, dengan demikian persamaan struktural 
semakin baik. 
Dari perhitungan Smart PLS 3 Student version seperti tabel di 
bawah ini: 
Tabel 4.8 
Nilai R-Square (R2) 
Variabel R2 (Original 
Sample) 
X1 (Pemberdayaan zakat) 0,694 
X2 (Pendayagunaan zakat) 0,883 
Y (Penanggulangan Kemiskinan) 0,928 
Sumber: Perhitungan Smart PLS 3.0 Student Version 
 
Nilai R2 Variabel X1= 0,694 > 0,67. Artinya variabel 
pengelolaan zakat dapat memprediksikan atau menjelaskan variabel 
pemberdayaan zakat sebesar 69,4% sedangkan sisanya sebesar 30,6% 
diprediksi atau variabel lain yang tidak diteliti. Hubungan antara 
                                                          
3 Jonathan Sarwono dan Umi Narimawati,  Membuat Skripsi, Tesis, dan Disertasi dengan Partial 
Lyast Square SEM (PLS-SEM); (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), 23. 



































variabel pengelolaan zakat dengan pemberdayaan zakat memiliki 
hubungan substansial. 
Nilai R2 Variabel X1= 0,883> 0,7. Artinya variabel pengelolaan 
zakat dapat memprediksikan atau menjelaskan variabel pendayagunaan 
zakat sebesar 88,3% sedangkan sisanya sebesar 11,7% diprediksi atau 
variabel lain yang tidak diteliti. Hubungan antara variabel pengelolaan 
zakat dengan pendayagunaan zakat merupakan hubungan berkategori 
kuat. 
Nilai R2 Variabel Y= 0,928 > 0,7. Artinya variabel pengelolaan 
zakat dan variabel pendayagunaan zakat dapat memprediksikan atau 
menjelaskan variabel penanggulangan kemiskinan sebesar 92,8% 
sedangkan sisanya sebesar 7,2% diprediksi atau variabel lain yang 
tidak diteliti. Hubungan antara variabel pengelolaan zakat dan 
pendayagunaan zakat dengan penanggulangan kemiskinan merupakan 
hubungan berkategori kuat. 
b. Predective Relevance (Q2) 
Predective Relevance (Q2) untuk menilai variabel laten 
endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Nilai R-
Squares merupakan uji goodness fit model, dirumuskan Q2 = 1- [(1-
R12) (1-R22) (1-R32). Kriteria goodness fit modelmenyatakan model 
struktural menuhi syarat apabila nilai Q2>0,5. 
Dari perhitungan Smart PLS 3 Student Version sebagaimana 
tabel 4.8 di atas, maka: 



































Q2= 1 – [1 – (1 – 0,6942) (1 – 0,8832) (1 - 0,9282)] 
Q2= 1 – [ 1- (1 - 0,518) (1 - 0,220) (1 - 0,139)] 
Q2=1 – 0,0159 
Q2= 0,984 
Nilai Q2= 0,984. Artinya model memeliki relevansi prediktif.  
c. Goodness of Fit Index (GoF) 
Nilai GoF dihitung rumus√AVE 𝑥 R2. Menggunakan SmartPLS 
3 Student Version diketahui nilai AVE=0,694; Nilai R12= 0,694, R22= 
0,833, R32=0,928.  
Nilai rata-rata R2= ೃభమశೃమమశೃయమయ  
= బ,లవరశబ,ఴయయశ ,వమఴయ  
= మ,ఱబఱయ   
= 0,835 
Dengan memasukkan ke dalam rumus, hasilnya sebagai 
berikut: 
GoF= √ AVE 𝑥 R2 
GoF= √ 0,694 𝑥 0,835 
GoF= √ 0,57949 
GoF=0,761 
Nilai GoF sebesar 0,761 masuk dalam kategori besar. 
Jadi dari hasil pengujian R2 (R-Squares) , Q2(Predective 
Relevance) dan GoF(Goodness of Fit Index) terlihat bahwa model yang 
dibentuk adalah robust, sehingga pengujian hipotesa dapat dilakukan 



































3. Pengujian Hipotesis 
Prosedur pengujian hipotesisdengan cara membandingkan antara 
nilai t-statistik dan nilai probabilitas pada α (alpha)= 5%. Nila t-α pada DF 
5%= 1,96. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesa adalah sebagai 
berikut:  
a. H1 diterima dan H0 ditolak,jika t-statistik > 1,96. 
b. H1 ditolak dan H0 diterima, jika t-statistik < 1,96 
Hasil perhitungan dengan Smart PLS 3 Student Version diketahui 
hasil t-statistik dan p sebagai berikut: 
Tabel 4.9 
Perhitungan Nilai t-statistik dan Nilai Probabilitas 
pada DF 5% 
Path Coefficients T-statistics 
(IO/STDEVI) 
P-values 
X1 (Pemberdayaan zakat)=> Y (Penanggulangan 
Kemiskinan) 
15,757 0,000 
X2 (Pengelolaan zakat)=> X1 (Pemberdayaan zakat) 19,637 0,000 
X2 (Pengelolaan zakat)=> X3 (Pendayagunaan Zakat) 43,159 0,000 
X3 (Pendayagunaan zakat)=> Y (Penanggulangan 
Kemiskinan) 
0,249 0,803 
Sumber: Perhitungan Smart PLS 3.0 versi student 
 
Menggunakan prosedur dan kriteria pengujian di atas, maka 
hipotesa spesifik-masing-masing konstruk sebagai berikut:  
a. H0: Variabel laten X1 (Pemberdayaan Zakat), tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel Y (Penanggulangan Kemiskinan); 
H1: Variabel laten X1 (Pemberdayaan Zakat), tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel Y(Penanggulangan Kemiskinan di 
Propinsi Jawa Timur. 



































Menggunakan t-statistik, maka rumusan pengujian hipotesa 
tersebut adalah sebagai berikut:  
Jika t-statistik > t-α, maka H0 Ditolak dan H1 Diterima; 
Jika t-statistik < t-α, maka H0 Diterima dan H1 Ditolak. 
Dari perhitungan Smart PLS 3 Student Version sebagaimana 
tabel 4.9 di atas di dapat nilai t-statistik= 15,757> t-α =1,96 maka H1 
diterima H0 ditolak, artinya Variabel laten X1 (Pemberdayaan Zakat), 
berpengaruh terhadap variabel laten Y (Penanggulangan Kemiskinan 
di Propinsi Jawa Timur).  
Berdasarkan kriteria pengujian t-statistik disimpulkan bahwa 
pemberdayaan zakat, berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penanggulangan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur. 
b. H0: Variabel laten X2 (Pengelolaan Zakat) tidak berpengaruh terhadap 
variabel laten X1 (Pemberdayaan Zakat). 
H1: Variabel laten X2 (Pengelolaan Zakat) berpengaruh terhadap 
variabel laten X1 (Pemberdayaan Zakat). 
Menggunakan t-statistik, maka rumusan pengujian hipotesa 
tersebut adalah sebagai berikut:  
Jika t-statistik > t-α, maka H0 Ditolak dan H1 Diterima; 
Jika t-statistik < t-α, maka H0 Diterima dan H1 Ditolak. 
Dari perhitungan menggunakan Smart PLS 3 Student Version 
sebagaimana tabel 4.9 di atas di dapat nilai t-statistik= 19,637> t-α 
=1,96 maka H1 Diterima, artinya variabel laten X1 (Pemberdayaan 



































Zakat) berpengaruh signifikan terhadap variabel laten pemberdayaan 
zakat.  
Berdasarkan kriteria pengujian t-tabel disimpulkan bahwa 
pengelolaan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pemberdayaan zakat. 
c. H0: Variabel laten X2 (Pengelolaan Zakat melalui variabel laten X1 
(Pemberdayaan Zakat)tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
laten Y (Penanggulangan Kemiskinan); 
H1: Variabel laten X2 (Pengelolaan Zakat melalui variabel laten X1 
(Pemberdayaan Zakat) berpengaruh signifikan terhadap variabel laten 
Y (Penanggulangan Kemiskinan di Propinsi Jawa Timur). 
Menggunakan t-statistik, maka rumusan pengujian hipotesa 
tersebut adalah sebagai berikut:  
Jika t-statistik > t-α, maka H0 Ditolak dan H1 Diterima 
Jika t-statistik < t-α, maka H0 Diterima dan H1 Ditolak 
Tabel 4.10 
Perhitungan t-statistik Pengaruh Tidak Langsung 
 
Specific Inderect Effects  T-statistics 
(IO/STDEVI) 
P-values 
X2 (Pengelolaan zakat)=> X1 (Pemberdayaan zakat)=> Y 
(Penanggulangan Kemiskinan) 
12,791 0,000 
X2 (Pengelolaan zakat)=> X3 (Pendayagunaan zakat)=> Y 
(Penanggulangan Kemiskinan) 
0,230 0,818 
Sumber: Perhitungan Smart PLS 3.0 
Dari perhitungan menggunakan Smart PLS 3 Student Version 
sebagaimana tabel 4.10 di atas di dapat nilai t-statistik= 12,791> t-α 
=1,96 maka H1 diterimadan H0 ditolak, artinyavariabel X2 (Pengelolaan 



































Zakat) melalui variabel laten X1  (Pemberdayaan Zakat) berpengaruh 
signifikan terhadap Y (Penanggulangan Kemiskinan di Propinsi Jawa 
Timur).  
Berdasarkan dari hasil pengujian t-tabel disimpulkan bahwa 
pengelolaanzakat melalui pemberdayaan zakat berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Propinsi Jawa 
Timur.  
d. H0: Variabel laten X2 (Pengelolaan Zakat) tidak berpengaruh terhadap 
variabel laten X3 (Pendayagunaan Zakat); 
H1: Variabel laten X2 (Pengelolaan Zakat) tidak berpengaruh terhadap 
variabel laten X3 (Pendayagunaan Zakat). 
Menggunakan prosedur dan kriteria pengujian t-statistik, maka 
rumusan pengujian hipotesa tersebut adalah sebagai berikut:  
Jika t-statistik > t-α, maka H0 Ditolak dan H1 Diterima 
Jika t-statistik < t-α, maka H0 Diterima dan H1 Ditolak 
Dari perhitungan menggunakan Smart PLS 3 Student Version 
sebagaimana tabel 4.10 di atas di dapat nilai t-statistik= 43,159> t-α 
=1,96 maka H1 diterima dan H0 ditolak, artinya variabel laten X2 
(Pengelolaan Zakat) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
variabel laten X3 (Pendayagunaan Zakat).  
Menggunakan probabilitas, maka rumusan pengujian hipotesa 
tersebut adalah sebagai berikut: 
 



































Jika p < 0,05, maka H0 Ditolak dan H1 Diterima 
Jika p > 0,05, maka H0 Diterima dan H1 Ditolak 
Menggunakan Smart PLS 3 Student Version sebagaimana tabel 
4.10 di atas nilai p= 0,000< 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak, 
artinyaVariabel laten X2 (Pengelolaan Zakat) tidak berpengaruh 
terhadap variabel laten X3 (Pendayagunaan Zakat). 
Berdasarkan hasil pengujian t-tabel dan probabilitas 
disimpulkan bahwa pengelolaan zakat berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pendayagunaan zakat. 
e. H0: Variabel laten X3 (Pendayagunaan Zakat) tidak berpengaruh 
terhadap variabel laten Y (Penanggulangan Kemiskinan); 
H1: Variabel laten X3 (Pendayagunaan Zakat) tidak berpengaruh 
terhadap variabel laten Y (Penanggulangan Kemiskinan). 
Menggunakan pengujian t-statistik, maka rumusan pengujian 
hipotesa tersebut adalah sebagai berikut:  
Jika t-statistik > t-α, maka H0 Ditolak dan H1 Diterima 
Jika t-statistik < t-α, maka H0 Diterima dan H1 Ditolak 
Dari perhitungan menggunakan aplikasi Smart PLS 3 Student 
Version sebagaimana tabel 4.10 di atas di dapat nilai t-statistik= 
0,246< t-α =1,96 maka H1 ditolakdan H0 diterima, artinyaVariabel 
laten X3 (Pendayagunaan Zakat) tidak berpengaruh terhadap variabel 
laten Y (Penanggulangan Kemiskinan).  



































Berdasarkan prosedur dan kriteria pengujian t-tabel 
disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat tidak berpengaruh terhadap 
penanggulangan kemiskinan. 
f. H0: Variabel laten X2 (Pengelolaan Zakat) melalui variabel X3 
(Pendayagunaan Zakat) tidak berpengaruh terhadap variabel laten Y 
(Penanggulangan Kemiskinan); 
H1: Variabel laten X2 (Pengelolaan Zakat) melalui variabel X3 
(Pendayagunaan Zakat) berpengaruh terhadap variabel laten Y 
(Penanggulangan Kemiskinan). 
Menggunakan t-statistik, maka rumusan pengujian hipotesa 
tersebut adalah sebagai berikut:  
Jika t-statistik > t-α, maka H0 Ditolak dan H1 Diterima 
Jika t-statistik < t-α, maka H0 Diterima dan H1 Ditolak 
Dari perhitungan menggunakan Smart PLS 3 Student Version 
sebagaimana tabel 4.10 di atas di dapat nilai t-statistik= 0,230< t-α 
=1,96 maka H1 ditolakdan H0 diterima, artinyaVariabel laten X2 
(Pengelolaan Zakat) melalui variabel X3 (Pendayagunaan Zakat) tidak 
berpengaruh terhadap variabel laten Y (Penanggulangan Kemiskinan).  
Berdasarkan hasil pengujian t-tabel disimpulkan bahwa 
pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat tidak berpengaruh 











































Sumber: Perhitungan Smart PLS 3.0 Student Version 
 
C. Analisa Data Kualitatif Dan Intepretasi Hasil 
Tabel 4.114 
Analisa Data Kualitatif Dan Intepretasi Hasil 
Analisa Data Kuantitatif Analisa Data Kualitatif Intepretasi  
Pemberdayaan Zakat 
berpengaruh terhadap 
Penanggulangan Kemiskinan  
Dana bantuan pinjaman modal 
usaha yang diterima komunitas 
berkembang dari dana awal 
yang diterima dan komunitas 
menyalurkan dana infa@q 





Kemiskinan dimana dana 
bantuan pinjaman modal 
usaha yang diterima 
komunitas berkembang dari 
dana awal yang diterimanya 
dan komunitas menyalurkan 
dana infa@q yang 
dibayarkan oleh anggota 
komunitas 
Pengelolaan Zakat berpengaruh 
terhadap Pemberdayaan Zakat 
YDSF memberikan bantuan 
diikuti dengan pendampingan 





melalui pemberian bantuan 
kepada mustahiq dengan 
diikuti pendampingan secara 
kontinyu 
Pengelolaan Zakat melalui 
Pemberdayaan Zakat 
YDSF memberikan bantuan 
diikuti dengan pendampingan 
Pengelolaan Zakat dilakukan 
dengan dengan pola 
                                                          
4Wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen diolah 






































secara kontinyu  
Dana bantuan pnjaman 
modal usaha berkembang 
dari dana awal yang 
diterima komunitas  
YDSF menerima 
pembayaran infa@q dari 
anggota komunitas  
pemberdayaan zakat dengan 
cara menyalurkan bantuan 






Kemiskinan ditandai dengan 
dana Dana bantuan pnjaman 
modal usaha berkembang 
dari dana awal yang diterima 
komunitas dan YDSF 
menerima pembayaran 
infa@q dari anggota 
komunitas 
Pengelolaan Zakat berpengaruh 
terhadap Pendayagunaan Zakat 
YDSF menyalurkan dana 
bantuan pinjaman modal usaha 
untuk pengembangan usaha, 
dan dana tidak diperbolehkan 
untuk kegiatan lain 
YDSF Melakukan 
pendampingan dengan 





Pengelolaan Zakat dengan 
melakukan pendampingan 
dengan kontinyu dan  
pembinaan melalui pelatihan 
pelatihan-pelatihan 
walaupun dana  memberi 
pengaruh terhadap 
Pendayagunaan Zakat 
Pendayagunaan zakat tidak 
berpengaruh terhadap 
penanggulangan kemiskinan  
YDSF melakukan 
pendayagunaan zakat melalui 
program pendidikan, dakwah, 





1,21% dari total dana 
program YDSF. 
 
Pendayagunaan zakat tidak 
berpengaruh terhadap 
penanggulangan kemiskinan, 
karena YDSF memiliki 
program-program lainnnya 
seperti pendidikan, dakwah 
yang nilai dana programnya 
lebih besar, sedangkan nilai 
dana pemberdayaan 
ekonomi kota hanya 1,21% 




Pengelolaan Zakat melalui 
Pendayagunaan Zakat tidak 
berpengaruh Penanggulangan 
Kemiskinan di Propinsi Jawa 
Timur 
Pendampingan 




Nilai bantuan program 
program ekonomi “hanya” 
Rp.400.000.000,00 atau 
1,21% dari total dana 
program YDSF. 
Pendampingan dilakukan 




memberikan dampak baik 
pada pendayagunaan zakat, 
tetapi nilai bantuan program 
program ekonomi “hanya” 
Rp.400.000.000,00 atau 
1,21% dari total dana 
program YDSF. 
Sumber: data primer diolah 




































Pemberdayaan Zakat berpengaruh terhadap Penanggulangan 
Kemiskinan. Komunitas yang berhasil mengembangkan program 
Pemberdayaan Ekonomi Kota berada di Sidoarjo. Penanggulangan 
kemiskinan di komunitas Sidoarjo ditandai dengan dana bantuan pinjaman 
modal usaha yang diterima komunitas berkembang dari dana awal yang 
diterima komunitas. Perkembangan dana diperoleh dari perputaran 
pinjaman modal ke anggota. Anggota mengembalikan angsuran pinjaman 
pokok dan ditambah infa@q dengan nilai yang tidak mengikat. Dari temuan 
di lapanganbesaran infa@q yang dibayarkan anggota kepada komunitas tidak 
selalu sama setiap bulannya, akan tetapi setiap bulan rutin membayar. 
Nilai infa@q yang dibayarkan anggota komunitas di kisaran antara 
Rp.10.000,00-Rp.25.000,00 per orang per bulan. Temuan di lapangan di 
komunitas Sidoarjo, penanggulangan kemiskinan ditandai dengan 
berperannya komunitas yang didampingi YDSF. Komunitas telah menjadi 
mandiri membentuk badan hukum. Komunitas telah melepaskan diri dari 
pendampinganYDSF. Hubungan komunitas dengan YDSF menjadi 
hubungan kemitraan. Pelepasan peran YDSF diindikasikan dari 
penyerahan bantuan pinjaman modal usaha komunitas menjadi modal 
komunitas, bukan lagi modal yang harus dikembalikan kepada YDSF. 
Keberhasilan komunitas membantu mengentaskan kemiskinan anggotanya 
tidak lepas dari peran dan fungsi komunitas yang memberikan layanan 
bantuan pinjaman modal usaha lanjutan, layanan konsultasi usaha, layanan 



































peningkatan motivasi usaha dan spiritual anggota. Peningkatan pendapatan 
anggota komunitas rata-rata telah di atas garis kemiskinan di Provinsi 
Jawa Timur tahun 2017.  
Pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pemberdayaaan zakat. 
Pengelolaan zakat di Program Pemberdayaan Ekonomi Kota 
diselenggarakan melalui tahapan-tahapan. Tahapan dimulai dari 
identifikasi. Identifikasi dengan melakukan survei dan mapping. 
Dilanjutkan dengan perencanaan, di tahap ini fase yang sangat 
menentukan keberhasilan program. Pada tahap perencanaan dilakukan 
analisa hasil survei dan mapping yang menjadi dasar program akan 
dilaksanakan oleh YDSF di komunitas yang mengajukan proposal tersebut 
atau tidak. Setelah proposal disetujui, proses pengelolaan yang dilakukan 
oleh YDSF di Program Pemberdayaan Ekonomi Kota adalah fase 
pelaksanaan pada fase ini kegiatan yang dilakukan oleh YDSF adalah 
melakukan pendampingan, pembinaan, pengawasan. Pembinaan yang 
dilakukan oleh YDSF tampak menonjol dibandingkan dengan kegiatan-
kegiatan pengawasan dan pendampingan. Kegiatan pembinaan 
dilaksanakan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada komunitas. 
Materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan usulan komunitas, dan 
materi pelatihan yang telah disiapkan oleh YDSF. Namun kegiatan 
pembinaan belum diikuti dengan kegiatan pendampingan dan pengawasan 
dengan yang konsisten. Di awal-awal program pengawasan dilakukan 
dengan baik, dengan cara petugas YDSF langsung datang ke lokasi 



































program setiap 1 (satu) minggu sekali, namun setelah program berjalan 3 
(tiga) bulan petugas YDSF tidak datang ke komunitas. Namun kelemahan 
pengawasan tertutup dengan baik dengan kegiatan pembinaan di atas. 
Contoh di Komunitas Surabaya, anggota komunitas memanfaatkan hasil 
pelatihan dengan membuat usaha-usaha baru seperti salah satu anggota 
mendirikan usaha jasa service AC. Keberdayaan anggota komunitas diikuti 
juga dengan kemandirian komunitas. Komunitas bermetamorfosa menjadi 
koperasi Shariah. Koperasi berfungsi menjadi lembaga penyedia jasa 
pembiayaan dan penyimpanan dana bagi anggota komunitas, serta 
memberikan layanan konsultasi bisnis, menerima pembayaran infa@q 
anggota. Walaupun demikian ada tantangan lain dalam pengelolaan zakat 
di YDSFyaitu peran pendampingan. Pendampingan telah dilakukan 
dengan kontinyu, namun YDSF belum mempunyai tenaga khusus yang 
memiliki keahlian dibidang pemberdayaan bahkan acap kali penanggung 
jawab program yang melakukan pendampingan lansung. Selain itu, waktu 
pendampingan yang dilakukan tidak rutin dengan pendekatan pasif, 
dimana pendamping masih menunggu permintaan dari komunitas, dengan 
waktu yang tidak tentu. 
Pengelolaan Zakat melalui Pemberdayaan Zakat berpengaruh 
terhadap Penanggulangan Kemiskinan. Temuan di lapangan pengelolaan 
zakat dilakukan dengan dengan pola pemberdayaan zakat dengan cara 
menyalurkan bantuan pinjaman modal usaha, dana yang salurkan hanya 
boleh untuk kegiatan usaha tidak boleh di luar usahaseperti membeli 



































sembako, atau barang-barang lainnya di luar usaha. Penyaluran bantuan 
pinjaman modal usaha diikuti dengan pembinaan, pendampingan, 
pengawasan. Dengan pola tersebut, temuan di lapangan menunjukkan 
pengelolaan zakat dengan cara melakukan identifikasi, melakukan 
mapping  dan survei memastikan kelayakan komunitas berpengaruh 
terhadap program Pemberdayaan Ekonomi Kota. Pemberdayaan zakat 
diindikasikan temuan di lapangan bahwa jumlah modal usaha kelompok 
yang telah mandiri mengalami peningkatan, rata-rata peningkatan kurang 
lebih 8%-10% per tahun pinjaman modal usaha kepada komunitas. Jumlah 
pinjaman macet kurang dari 2% bahkan terdapatkomunitas mandiri yang 
tingkat kemacetan 0% selama 4 (empat) tahun. Terdapat peningkatan 
pinjaman yang diajukan oleh anggota ke komunitas dari yang sebelumnya 
rata-rata Rp.1.000.000,00 di tahun pertama, menjadi Rp.1.200.000,00-
Rp.1.500.000,00 per orang di tahun kedua.Pembedayaan zakat yang 
demikian berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan anggota 
komunitas dengan indikasi, anggota membayar infa@q, dan pendapatan 
anggota telah naik di atas garis kemiskinan Propinsi Jawa Timur Jawa 
Timur, dan naik di atas pendapatan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan 
pendapatan sebelumnya kenaikannya sebesar 25%-45%.56 
Pengelolaan Zakat berpengaruh terhadap Pendayagunaan Zakat. 
YDSF. Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh YDSF dalam program 
Pemberdayaan Ekonomi Kota fokus kepada penyaluran dana bantuan 
                                                          
5Data primer diolah 
6 Peniliti, Pengamatan, Surabaya, 23 Nopember 2017. 



































pinjaman modal usaha dan memberikan pelatihan-pelatihan yang 
mendukung usaha komunitas, serta memberikan sarana prasarana usaha 
komunitas. Temuan di lapangan komunitas yang telah mandiri, 
anggotanya menggunakan dana bantuan pinjaman modal usaha untuk 
membuka usaha atau untuk menambah kapasitas usaha yang sudah ada, 
sedangkan sarana prasarana yang diterima digunakan untuk memperbaiki 
kualitas produksi dan layanan usaha. Seperti bantuan sarana prasarana 
yang diterima komunitas PKL berupa gerobak. Komunitas PKL juga 
mendapatkan pelatihan-pelatihan kuliner dan pembuatan penganan. 
Keberhasilan pengelolaan zakat terhadap pendayagunaan zakat ditandai 
pula dengan alokasi dana yang relatif kecil pada program Pemberdayaan 
Ekonomi Kota tetapi tetap memberikan pengaruh positif pada komunitas-
komunitas tertentu seperti di Surabaya dan Sidoarjo. Pengaruh positif 
tersebut karena pengelolaan zakat dilakukan dengan melakukan 
pengawasan, pendampingan dan pembinaan-pembinaan kepada 
komunitas. Namun demikian, terdapat kelamahan pada pengelolaan zakat, 
pengawasan yang kurang ajeg, pendampingn yang pasif dan terputus 
(tidak rutin dan tidak terjadwal) serta pembinaan hanya berbentuk 
pelahitan-pelatihan, sehingga dibeberapa komunitas yang memiliki 
kareteristik keras, tidak mau mengikuti aturan program menjadi tantangan, 
seperti di komunitas Pemulung di Makam Rangkah Surabaya7. 
                                                          
7 Rokhmad Hidayat, Wawancara Mendalam, Surabaya, 20 Nopember 2017. 



































Pendayagunaan zakat tidak berpengaruh terhadap penanggulangan 
kemiskinan di Propinsi Jawa Timur. YDSF melakukan pendayagunaan 
zakat melalui program pendidikan, dakwah, ekonomi dan nilai bantuan 
program. Ketidakmampuan pendayagunaan zakat menanggulangi 
kemiskinan, karena salah satu temuan penelitian adalah alokasi dana 
program Pemberdayaan Ekonomi “hanya” sebesar Rp.400.000.000,00 atau 
1,21% dari total dana program YDSF.YDSF melalui Program 
Pemberdayaan Ekonomi Kota bertujuan meningkatkan pendapatan 
menjadikan mustahiq menjadi muzaki@, artinya kelompok pemulung dapat 
keluar dari garis kemiskinan.  
Untuk itu desain program Pemberdayaan Ekonomi Kota adalah 
meningkatkan usaha komunitas atau membuka usaha baru bagi anggota 
komunitas. Seperti pemulung diajak untuk membuka usaha baru, atau 
mengembangkan usahanya dengan menjadi pengusaha rosokan. Contoh 
lain pinjaman modal usaha yang diberikan YDSF kepada komunitas di 
Putat Jaya dan Gubeng kurang lebih lebih “hanya” Rp.400.000,00, dana 
tersebut belum cukup untuk membuka usaha baru atau mengembangkan 
usaha, kebutuhan dana untuk mengembangkan usaha kuliner, sebagai 
modal kerja minimal Rp.1.200.000,00. Sedangkan permasalahan yang 
dialami oleh mustahiq adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan 
pokok sehari-hari secara berkelanjutan. Tingkat pendapatan yang tidak 
pasti atau naik turun secara drastis terutama di komunitas seperti 



































pemulung. Rata-rata tingkat pendapatan yang diterima kelompok 
pemulung di bawah angka garis kemiskinan Propinsi Jawa Timur. 
Mengacu kepada tingkat pendapatan yang layak dengan melihat 
UMK di kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, pendapatan komunitas 
pemulung sangat jauh dari layak. Upah minimun di 3 (tiga) kota tersebut 
di atas Rp.3.000.000,00 atau tepatnya  Surabaya upah minimun tahun 2016 
Rp.3.045.000,00/bulan, Sidoarjo Rp.3.040.000,00/bulan, dan Gresik 
Rp.3.042.000,00.8 Upah minimun tersebut sebagai acuan pemenuhan 
kebutuhan hidup yang layak bagi orang yang hidup di kota tersebut. Dari 
temuan data, pendapatan anggota komunitas yang gagal bina (komuntas 
pemulung/pemulung), per bulan kurang dari Rp.1.950.000,00. Sedangkan 
keperluan hidup sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga lebih 
dari Rp.2.000.000,00, sehingga mereka untuk menutup kebutuhan dengan 
hutang atau menunggu bantuan dari pemerintah. Temuan di lapangan 
bahwa dana bantuan pinjaman modal usaha yang dirasa tidak cukup untuk 
membuka usaha atau mengembangkan usaha, maka oleh penerima 
manfaat untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari. 
Pengelolaan Zakat melalui Pendayagunaan Zakat tidak 
berpengaruh Penanggulangan Kemiskinan di Propinsi Jawa Timur. 
Pendampingan dilakukandengan kontinyu dan pembinaan melalui 
pelatihan-pelatihan dan pertemuan-pertemuan memberikan peningkatan 
pendayagunaan zakat lebih bermanfaat kepada komunitas. Seperti 
                                                          
8 Egidius Patnistik, “Gubernur Jatim Tetapkan UMK 2016”. dalam www.regional.kompas.com 
(22 Nopember 2017), 2. 



































pembinaan melalui pelatihan kemampuan dan ketrampilan AC di 
komunitas pemulung di Makam Rangkah Surabaya.  
Namun seperti temuan di atas kebutuhan modal usaha yang 
dibutuhkan anggota komunitas tidak mencukupi, maka dampaknya 
justrudana tersebut tidak dipergunakan untuk membuka usaha tetapi untuk 
kebutuhan konsumtif. Jadi faktor yangberkontribusi pada pengelolaan 
zakat melalui pendayagunaan zakat tidak berpengaruh kepada 
penanggulangan kemiskinan adalah salah satunya adalah alokasi dana 
program Pemberdayaan Ekonomi Kota yang relatif kecil, “hanya” 
Rp.400.000.000,00 atau 1,21% dari total dana program YDSF 
Rp.33.000.000.000,00, karakter anggota komuntas, dan keberadaan tokoh 
penggerak atau panutan yang “baik” yang di hormati oleh anggota 
komunitas. 
 






































Kesimpulan penilitian adalah: 
1. Pemberdayaan zakat berpengaruh positif dan siginifikan sebesar 15,757 
terhadap penanggulangan kemiskinan.  
2. Pengelolaan zakat berpengaruh positif dan siginifikan sebesar 19,637 
terhadap pemberdayaaan zakat.  
3. Pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat berpengaruh positif 
sebesar 12,791 terhadap penanggulangan kemiskinan.  
4. Pengelolaan zakat berpengaruh positif dan siginifikan sebesar 43,159 
terhadap pendayagunaan zakat.  
5. Pendayagunaan zakat tidak berpengaruh terhadap penanggulangan 
kemiskinan.  
6. Pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat tidak berpengaruh terhadap 
penanggulangan Kemiskinan.  
7. Pengelolaan zakat Program  Pemberdayaan Ekonomi Zakat melalui 
perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pendampingan. Pemberdayaan 
zakat diketahui dari status mustahiq menjadi muzaki@. Pendayagunaan zakat 
dengan memberikan bantuan modal kerja dan bantuan pelatihan-pelatihan 
serta sarana produksi melalui kelompok. 
 



































1. YDSF dalam pemberdayaan zakat sebaiknya melanjutkan program untuk 
komunitas mandiri dengan program yang fokus kepada usaha bersama 
komunitas; memperluas peran komunitas mandiri terlibat dalam 
mendesiminasi hasil, mensosialisasi hasil serta mentransformasi program 
kepada komunitas-komuntas baru.  
2. YDSF sebaiknya melakukan peningkatan pengelolaan zakat dengan 
merekrut pendamping profesional atau bekerjsama dengan lembaga mitra 
yang kompeten; melakukan pengawasan terencana dan rutin; melakukan 
evaluasi program bekerjasama dengan lembaga evaluator yang kompeten;  
3. YDSF sebaiknya membuat pengukuran keberhasilan program yang lebih 
kongkrit seperti tingkat peningkatan pendapatan keluarga, kinerja usaha 
komunitas; dan membuat hasil pengukuran indikator keberhasilan real time.  
4. YDSF dalam pemberdayaan zakat sebaiknya mengalihkan pengelolaan 
dana infaq anggota komunitas langsung dikelola komunitas sendiri. 
5. YDSF dalam pengelolaan zakat untuk mendayagunaan zakat kepada 
mustahiq sebaiknya perlu melakukan pengawasan yang ajeg; 
pendampingan aktif dan tidak terputus (rutin dan tidak terjadwal) serta 
pembinaan-pembinaan dalam bentuk magang, pameran. 
6. YDSF dalam pendayagunaan zakat sebaiknya meningkatkan besaran 
alokasi dana program pemberdayaan ekonomi.  


































7. YDSF dalam pengelolaan zakat untuk mendayagunakan zakat sebaiknya di 
awal program perlu melakukan profiling anggota komunitas; 
menumbuhkan atau memunculkan tokoh penggerak komunitas. 
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